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PERNYATAAN KEASLIAN

i

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan tugas akhir ini tidak
merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan
disuatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak
terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain,
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HALAMAN MOTTO

Hidup di bawah naungan Al-Qur’an merupakan suatu kenikmatan.
Kenikmatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pemah mereguknya.
(Sayyid Quthb, Muqaddimah Tafsir Zhilal).

Jadikanlah sabar dalam sholat sebagai sarana yang menolongmu.

Allah akan menjadikan sesudah kesulitan ada kemudahan.

Percayalah pada keajaiban tapi jangan tergantung padanya. (H.Jackson
Brown. Jr)

Bahagia tergantung dari apa yang dapat berikan, bukan pada apa yang dapat
diperoleh. (Mohandas Gandhi)

Kegagalan dibagi menjadi dua sebab:

Yakni, orang yang berfikir tetapi tidak pernah bertindak, dan orang yang
bertindak tetapi tidak pernah berfikir. (W.A Nance)

Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan
dengan ketakutan, tetapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran. (James
Thurber)

Keindahan yang sebenamya adalah keindaban akhlaq. Kecantikan yang

1 o111 e | | ™ | RO, . | L Aalal.




HALAMAN PERSEMBAHAN

prgi e 2

-~
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3 Allah SWT, hanya Dia tempat muara segala kesyukuran dan terima kasih, yang
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&R Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi sumber
inspirasi.

@  Almarhum Bapak dan Almarhumah Ibu, semoga diterima di sisi Allah SWT.
Banyak terima kasih kepada kakak — kakak yang telah memberi support,Mas
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Irfan,Resti,Rian, Putri,Nayla.

&  Diah Laila RS. yang selalu setia memberikan dukungan.

&R  Teman teman Jogja dan Pemalang maaf mas bro nggak bisa sebutin satu persatu
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Assalamu’alaikum. Wr. Wb.
Rasa syukur mendalam penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, hanya

karena izin-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul

“PERAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI MOTIVATOR
DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN >,

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat penyusunan
Tugas Akhir pada program Strata-1 Ilmu Pemerintahan. Selain itu agar mahasiswa
memiliki kemampuan menganalisis pemecahan masalah dalam perencanaan
pembangunan desa.

Dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai tentunya dapat terlaksana atas
bantuan berbagai pihak. Karenanya melalui kesempatan ini penulis ingin
mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Ir. M. Dasron Hamid, M.Sc. selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta.
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4. Bapak Dr. Ulung Pribadi, M.Si. selakn pembimbing yang telah banyak
memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.

5. Pak Wisnu dan Bu Ning selaku Tata Usaha Jurusan Hmu Pemerintahan atas
bantuannya dan supportnya dalam menyelesaikan skripsi ini,

6. Dan teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu,
terima kasih atas do’a dan dukungannya.

7. Serta semua pihak yang telah bekerja sama dan membantu dalam
penyelesaian skripsi ini.

Dalam penyusunan skripst ini penulis menyadari masih banyak kekurangan
dan jauh dari sempurna, hal ini semata karena terbatasnya pengetahuan yang penulis
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Yogyakarta, Januari 2012
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SINOPSIS

Keberhasilan pelaksnaan otonomi dan pembangunan di desa tidak terlepas dari
partisipasi alitif anggota masyarakat yang merupakan bagian integral dari sistem
pemerintahan desa. Keduanya perlu bertemu secara serasi dalam bentuk perencanaan
pembangunan masyarakat desa. Oleh karena itu, aparatur pemerintah desa harus dapat
berperan scbagai motivator dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan.

Penelitian ini bertujuan amuk mengetahui @ peran aparatur pemerintah desa
sebagai motivator dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan dan faktor pendukung/penghambat peran birokrasi pemerintah desa
sebagai motivator dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan di Desa Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman tahun 2010.

Metode penelitian  yang digunakan adalah  deskriptif kualitatif. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara dan
dokumentasi. Teknik analisa data dilakukan secara kualitatif untuk mendeskripsikan
peran birokrasi pemerintah desa dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan di Desa Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Provinsi DIY
tahun 2010.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aparatur Pemerintah Desa Nogotirto
sebagai motivator dalam peningkatan partisipas masyarakat dalam perencanaan
pembangunan meliputi : (1) mendorong masyarakat supaya mengetahui masalah
perencanaan pembangunan, (2) Mendorong masyarakat supaya mau mengidentifikasi dan
menjaring permasalaban dan kebutuban pembangunan masyarakat desa; (3) Mendorong
masyarakat supaya terlibat aktif dalam tahap penyusunan rencana pembangunan desa.
Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mempeng; i kemampuan aparatur pemerintah
desa sebagai motivator dalam peningkatan partisipasi warga desa dalam perencanaan
pembangunan, antara lain - tingkat pendidikan yang sebagian besar masih berpendidikan
menengah, minimnya pelatihan  aparatur Pemerintah Desa, minimnya perhatian
pemerintah terhadap tingkat kesejahteraan aparatur desa maupun minimnya sarand dan
prasarana pendukung pelaksanaan kinerja ditengah tuntutan masyarakat desa yang
semakin kritis serta pengalaman dan kemampuan kerja aparatur desa.

Berdasarkan temuan data penclitian, maka rekomendasi penglitian ini adalah
Hendaknya dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas sumberdaya sebagai. aparatur
pemerintahan desa dalam menjalankan perannya sebagai motivator dalam peningkatan
partisipasi masyarakat'dalam perencanaa pembangunan.

Kata kunci : peran aparatur pemerintah desa sebagai motivator, partisipasi masyarakat
dalam perencanaan pembangunan desa.
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BAB1I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
disebutkan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal — usul dan adat istiadat
setempat yang dialami dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di
bawah kabupaten. Ditegaskan bahwa hal — hal yang mendasar dalam UU ini
adalah mampu mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan
prakarsa dan kreativitas serta meningkatkan peran serta masyarakat.

Ditegaskan pula bahwa landasan pemikiran mengenai pemerintah
desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan
pemberdayaan masyarakat. Otonomi pemerintah desa merupakan suatu kajian
yang menarik dimana desa dituntut agar mampu mengembangkan diri sendiri
berdasarkan tingkat kemampuan masyarakat, strategi dan takiik dalam
menangani pembangunan desa, potensi alam dan pola kehidupan masyarakat
juga tingkat kemampuan masyarakat. Konsep tersebut menuju pada
terciptanya kesiapan desa untuk mandiri dalam rangka mengelola

kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas
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dan tanggap terhadap penguatan otonomi melalmi kebijakan — kebijakan dan
program — program pemberdayaan.'

Kemandirian desa sebagian besar tergantung di tangan pemerintah
desa dan masyarakatnya, dimana pemerintah desa menjadi ujung tombak
harus memiliki kemampuan dan kecakapan dalam rangka mengelola desanya,
baik dalam hal pengelolaan terhadap masyarakat, potensi sumber daya yang
dimiliki serta pengelolaan terhadap aparatur pemerintah desa yang
menjalankan fungsi birokrasi di desa. Selain itu pemerintah desa harus
mampu menumbuhkan kewibawaan atas pemerintahannya di mata
masyarakat, karena para petani umumnya bertindak dan berpikir secara
tradisional dan kurang atau tidak memahami langkah - langkah yang
ditempuh oleh pemerintah pusat.

Dalam rangka pembangunan masyarakat, aparatur birokrasi
pemerintah desa berfungsi untuk menjembatani serta melayani masyarakat
dalam proses pembangunan dan harus mampu mengakomodasi serta
mengimplementasikan program — program dan kebijakan — kebtjakan yang
sesuai dengan keinginan dan harapan dari masyarakat. Birokrasi harus
tanggap terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang bersikap
dinamis, sehingga jika birokrasi kurang tanggap terhadap aspirasi dan
keluhan masyarakainya jelas celaan dan keluhan akan ditujukan kepada
birokrasi tersebut. Selain itu birokrasi pemerintah dituntut untuk memiliki

sikap mental, kinerja dan kecakapan yang baik serta terbuka terhadap




masyarakat agar tercipta keserasian antara masyarakat dan pemerintah dalam
pencapatan tujuan pembangunan.

Proses pembangunan senantiasa menunjukkan gejala yang
meningkat, maka peran birokrasi pemerintah merupakan proses yang semakin
besar dan komplikatif dimana kecenderungan arah baru dari proses
pembangunan ini menekankan dari area bawah ke atas (burrom up). Oleh
karena itu, birokrasi pemerintah harus mampu melihat kenyataan
pembangunan jika peran yang dimainkannya bisa berhasil, yaitu dengan
mengembangkan manajemen pembangunan dimana program — program dan
kebijakan — kebijakannya berasal dari bawah yakni dengan melthat sampai
dimana peran serta masyarakatnya.

Keberhasilan pelaksanaan otonomi dan pembangunan di desa tidak
terlepas dari partisipasi aktif anggota masyarakat, dimana masyarakat sebagai
kesatuan individu merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan desa.
Pembangunan masyarakat desa dikembangkan melalui pencapaian
understanding atau saling pengertian antara masyarakat dengan pemerintah
dan masyarakat kemudian menjadi solider terhadap usaha pemerintah yang
nyata — nyata berusaha membantu masyarakat dalam memenuhi kebuiuhan
terutama kebutuhan pokoknya. Keterpaduan pemerintah dan masyarakat int

adalah berbentuk usaha yang berasal dari masyarakat atas dasar ide
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perlu bertemu secara serasi dalam bentuk perencanaan pembangunan

masyarakat desa yang diusahakan daerah — daerah.?

Keterpaduan seperti ini secara politis akan mendekatkan pemerintah
dengan masyarakat dan secara sosial ekonomi, rencana pembangunan
masyarakat desa yang dibiayai pemerintah benar — benar dimanfaatkan oleh
masyarakat. Masyarakat mengantisipasi politik pembangunan pemerintah dan
kemudian berpartisipasi. Pembangunan masyarakat desa ditangani secara
terpadu dengan memperhitungkan potensi dan permasalahan yang dihadapi
wilayah yang menjadi tumpuan hidup masyarakat. Beberapa permasalahan
yang terkait dengan peran aparatur Pemerintah Desa Nogotirto dalam
meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan antara lain®
a. Masih terbatasnya kualitas sumberdaya aparatur desa;

b. Terbatasnya jumlah sumberdaya aparatur desa yang tidak sebanding
dengan tingkat pekerjaan dan kompleksitas masalah pembangunan yang
harus ditangani;

c. Terbatasnya alokasi anggaran peningkatan kualitas kompetensi dan
profesionalisme sumberdaya aparatur pemerintah desa;

d. Kurangnya kesadaran masyarakat desa tentang arti pentingnya partisipasi
warga dalam pembangunan;

e. Dinamika dan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi sehingga
masyarakat tidak memiliki cukup waktu untuk berpartisipasi aktif dalam

pembangunan desa.

? Sumitro Maskun, 1995. Perkembangan Masyarakat Desa, Yogyakarta: Media Widya Mandala,
hlm. 30. _



Partisipasi masyarakat merupakan salah satu wujud dari adanya
sikap masyarakat yang mendukung pemerintah dan dapat direalisasikan
dalam berbagai bentuk di setiap aspek kehidupan masyarakat. Tetapi
seringkali partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat rendah dan
bahkan masyarakat bersikap “acub tak acuh” terhadap berbagai program
pembangunan, karena adanya persaingan antara masyarakat setempat dengan
masyarakat pendatang.*

Partisipasi masyarakat Desa Nogotirto dalam perencanaan
pembangunan dirasakan oleh beberapa tokoh masyarakat setempat masih

kurang tampak nyata. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kaur

Pembangunan Desa Nogotirto, Bapak Suyamto pada tanggal 23 Oktober 2010

]

seperti yang dikutip berikut ini.

Soal partisipasi warga desa dalam pembangunan memang sudah
tampak pada beberapa program pembangunan. Akan tetapi
partisipasi warga desa khususnya dalam tahap perencanaan
pembangunan, seperti penyerapan aspirasi warga selama ini lebih
mengandalkan pada pengurus RT di masing-masing wilayah. Masih
adanya persepsi bahwa segala sesuatu urusan pemerintahan dan
pembangunan sudah menjadi kewenangan pengurus RT. Kondisi ini
biasanya lebih disebabkan oleh kesibukan individu warga, sehingga
waktu yang tersedia untuk aktifitas sosial dan kampong terkadang
sebagian warga masih malas dan lebih menggantungkan pada
pengurus RT’

Terjadinya arus perkembangan zaman yang mengarah pada
kehidupan individualistik ditandai dengan semakin padatnya kesibukan warga

untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan individu dan keluarganya,

 Mubyarto, dkk. 1996, Berbagai Aspek Pembangunan Pedesaan. Yogyakarta: Aditya Media, him.
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memang tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya. Sebab, masyarakat
khususnya mereka yang berstatus sebagai Kepala Keluarga harus
mencurahkan segala kemampuan untuk bekerja keras dalam rangka
memenuhi kebutuban hidup diri dan keluarganya yang semakin
membumbung tinggi ditengah situasi ekonomi yang masih sulit. Kondisi ini
tentu berdampak pada kehidupan sosial warga sebagai anggota masyarakat.
Hanya sedikit waktu yang tersisa untuk aktifitas sosial dan kepentingan
bersama warga. Oleh sebab itu, pemerintah desa sampai dengan tingkat
pengurus RT dituntut untuk lebih menggiatkan berbagai kegiatan sosial dalam
rangka mengembalikan suasana guyub dan kebersamaan antar warga ditengah
kesibukan yang cukup padat dan menguras energy setiap individu.
Karakteristik Desa Nogotirto sebagai wilayah penyangga dan daerah
transisi antara desa dan kota, menjadikan masyarakat Desa Nogotirto
memiliki dinamika kehidupan sosial yang cukup pesat. Disatu sisi berdampak
positif terhadap meningkataya taraf hidup kesejahteraan dan perekonomian
warga desa. Namun pada sisi lain, membawa dampak negative berupa
terjadinya pergeseran nilai-nilai kebersamaan dan sosial antar anggota
masyarakat. Seperti yang terlihat pada kurang “greget”-nya partisipasi warga
dalam perencanaan pembangunan desa. Kondisi ini menuntut aparatur
pemerintahan Desa Nogotirto memiliki inovasi strategi tertentu dalam
merangsang tumbuhnya partisipasi warga dalam pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat menjadi rendah disebabkan ketidaksesuaian
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karena sifat masyarakat yang tidak ingin partisipasi. Partisipasi masyarakat
juga menjadi kurang karena lemahnya kapasitas aparat lokal untuk
“menterjemahkan” pesan - pesan pembangunan pada masyarakat sesuai
dengan kondisinya. Dan adanya sifat keengganan dari aparat pemerintah
untuk mempelajari sistem yang lebih sesuai untuk wilayah setempat.

Pengalaman berbagai penelitian lain menunjukkan kesan bahwa
aparat merasa “serba mampu” karena penguasaannya atas dana — dana
pembangunan dan “kekuasaan”, sehingga cenderung kurang memperhatikan
pranata — pranata sosial politik dan sosial budaya yang tumbuh dalam
masyarakat. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mengajak masyarakat ikut
berpartisipasi, sebab masyarakat merasa tidak diajak melainkan cenderung
“diminta” partisipasinya ®

Dalam konteks pembangunan Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping,
Kabupaten Sleman, tanggung jawab utama di tingkat operasional lapangan
terletak pada Kepala Urusan Pembangunan (Kaur Pembangunan) yang berada
dibawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.
Kepala Urusan Pembangunan (Kaur Pembangunan) memiliki peran sentral
dan strategis sebagai pembantu utama Kepala Desa dibidang penyelenggaraan
pembangunan desa khususnya yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat

dalam pembangunan desa.

® Risma Sitorus, 2009. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Kepala Desa Dalam



B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis
dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :
1. Bagaimana peran aparat pemerintah desa sebagai motivator dalam
peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di
Desa Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta tahun 20107
2. Faktor — faktor apakah yang mempengaruhi peran aparat pemerintah desa
sebagai motivator dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan di Desa Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 20107

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Peran aparatur pemerintah desa sebagai motivator dalam peningkatan
partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa
Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman tahun 2010.

2. Faktor pendukung dan penghambat peran birokrasi pemerintah desa
sebagai motivator dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam

perencanaan pembangunan di Desa Nogotirto Kecamatan Gamping
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D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teori mengenai partisipasi dan pemberdayaan
masyarakat.

2. Secara Praktis
a. Bagi pengembangan desa

1) Memberikan masukan bagi masyarakat dalam upaya
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2) Memberi pegangan bagi birokrasi pemerintah desa atau lokal
dalam menentukan langkah — langkah kebijaksanaan dan dalam
perannya terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan.

3) Memberikan gambaran mengenai peranan birokrasi pemerintah
desa terhadap peningakatan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan sehingga dapat dijadikan masukan dalam
menentukan kebijaksanaan dan program — program selanjutnya.

b. Bagi aparatur pemerintah desa
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebaga:r referensi aparatur

pemerintah desa dalam peranannya sebagai motivator untuk
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E. Kerangka Dasar Teori

Teori adalah sekumpulan konstruk (konsep), definisi dan dalil yang
saling terkait yang memberikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena
dengan menetapkan hubungan diantara variabel, dengan maksud untuk
menjelaskan dan meramalkan suatu fenomena.’

Sedangkan menurut Koentjoroningrat teori adalah pernyataan
mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara
gejala-gejala yang diteliti di satu tempat atau beberapa faktor penentu dalam
masyarakat.® Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa teori
untuk melandasi pembahasan hasil penelitian nantinya, antara lain :

1. Peran Birokrasi Pemerintah Desa
Untuk menjelaskan peran birokrasi pemerintah desa maka perlu
untuk mengetahui pengertian dari istilah tersebut di atas agar dapat
diperoleh suatu pemahaman tentang konsep yang akan dijelaskan adalah
sebagai berikut :

a. Peranan
Peranan adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh

seseorang yang menduduki posisi tertentu. Seseorang yang menduduki
posisi tertentu diharapkan atau diduga memiliki perilaku tertentu pula.
Harapan atau dugaan itulah yang kemudian membentuk suatu peran
schingga peran aktor sangat tergantung dari harapan atau dugaan yang

muncul.

7 James A. Black dan Dean J. Champion, Metode dan Masalah Penelitian Sosial, Bandung: Refika
Aditama, 1999 hal: 48.
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Peranan dapat pula diartikan sesuatu yang menjadi bagian atau
yang memegang pimpinan serta didominasi dari keseluruhan posisi atau
kedudukan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok dalam
hubungannya dengan kelompok atau kelompok yang lebih besar dalam
suatu peristiwa.

Ada banyak sekali pengertian peranan yang dikemukakan oleh
para pakar yang beberapa diantaranya dikutip dalam penelitian ini,
antara lain:

1) Menurut WIS, Purwodarminto:
Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang
pimpinan yang terutama (terjadinya sesuatu hal atau peristiwa).

2) Astrid S. Susanto:

Peranan itu mengandung tiga hal penting, yaitu:

a) Peranan adalah meliputi norma — norma yang dihubungkan
dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat.
Peranan dalam arti di sini merupakan rangkaian peraturan yang
membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

b) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dilakukan oleh
individu dalam masyarakat sebagai organisasinya.

¢) Peranan dapat juga diartikan sebagai perilaku individu yang
penting bagi struktur sosial.

Jadi dari beberapa teori di atas maka peneliti menyimpulkan
bahwa peranan adalah perilaku atau aktifitas yang dilakukan oleh
seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam rangka membina,
membimbing, mengawasi dan mengembangkan pelaksanaan semua

tugas — tugasnya disertai dengan rasa penuh tanggung jawab sesuai

aturan yang berlaku demi tercapainya tujuan yang ditentukan.
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b. Birokrasi Pemerintah Desa

Birokrasi berasal dari kata Bureaucratie dalam bahasa Perancis
segera menjadi Bureaukratie dalam bahasa Jerman yang akhimya
menjadi Burokratie, Burocrazia dalam bahasa Itali dan Bureaucracy
dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, analog dengan kata turunan
democracy maka bureaucracy dapat diturunkan menjadi bureaucra,
bureaucratic, bureaucratism, bureaucratist dan bureaucratization
(birokrasi).

Karena itu tidak mengherankan bahwa definisi birokrasi telah
tercantum dalam kamus awal secara konsisten, baik yang berkenaan
dengan pendapat de Gourmnay maupun yang lainnya. Kamus Akademi
Perancis memasukkan kata tersebut dalam suplemennya pada tahun
1798 dan mengartikannya birokrasi sebagai kekuasaan, pengaruh dari
para kepala dan staf biro pemerintahan.

Konsep birokrasi mendapat arti pentingnya secara sempuma di
dalam teori politik Mill seperti tertera dalam Consideration on
Representative Government (1861). Dalam memperbandingkan tipe —
tipe pemerintahan, dia menegaskan bahwa diluar bentuk perwakilan,
hanya bentuk birokrasilah yang memiliki ketrampilan dan kemampuan
politik yang tinggi bahkan ketika dijalankan dengan nama monarki atau
aristokrasi. Birokrasi adalah pekerjaan menjalankan pemerintahan oleh

orang — orang yang pemerintah secara profesional. Definisi birokrasi
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yang dimaksud ialah suatu badan administratif tentang pejabat yang
diangkat.

Sedangkan pemerintah desa adalah kegiatan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat atau
organisasi pemerintahan yang terendah di wilayah Republik Indonesia
berdasarkan asas dekonsentrasi di bawah camat bertanggung jawab
langsung kepada pemerintahan wilayah kecamatan yang bersangkutan.
Struktur pemerintahan negara Indonesia dan merupakan bagian satuan
pemerintahan terendah yang berada langsung di bawah kecamatan
sehingga merupakan tumpuan segenap pelaksanaan urusan
pemerintahan baik dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi, maupun
tugas pembantuan. Desa merupakan suatu wilayah yang didalamnya
bertempat tinggal sekelompok masyarakat dengan norma — norma atau
unsur yang diyakini oleh masyarakat yang bersangkutan. Pendapat
tersebut didukung oleh beberapa pendapat ahli sepertt yang diuraikan di
bawah ini.

Penyebutan desa memang terasa lebih akrab di telinga suku
Jawa. Menurut Soetarjo Kartohadikoesoemo perkataan arti kata desa,
dusun, desi, seperti perkataan negara, negari, nagaro negory (nagarom),
asalnya dari perkataan Sanskrit (Sansekerta) yang artinya tanah air,
tanah asal, tanah kelahiran.'® Dalam pengertian yang lebih khusus

mengenai desa, Soetarjo Kartohadikoesoemo memberi pengertian




bahwa desa merupakan kesatuan unsur dimana bertempat tinggal suatu
masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri,
ditambahkan bahwa desa itu tegadi dari hanya 1 tempat kediaman
sebagian dari masyarakat hukum yang terpisah yang merupakan
kesatuan — kesatuan tempat tinggal sendiri.*!

Pemerintah adalah institusi atan lembaga yang melaksanakan
kegiatan pemerintahan. Pemerintahan sebagai kegiatan adalah segala
kegiatan yang terorganisir yang dilakukan oleh pemerintah yang
bersumber pada kedaulatan yang meliputi junidiksi teritorial dan
juridiksi personil demi tercapainya tujuan dari suatu pemerintahan.
Menurut Mariun pemerintah merupakan organisasi yang dipimpin
dalam usaha — usaha penyelenggaraan kepentingan — kepentingan atau
tujuan — tujuan secara umum atau khusus bagi masyarakat dan
dijelaskan pula bahwa pemerintah itu menjalankan pemerintahan,
dengan batasan pemerintahan adalah segala kegiatan atau usaha yang
terorganisir, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan dasar negara
untuk mencapai tujuan negara. 2

Bayu Suryaningrat mencoba untuk memberi batasan mengenai
apa vang dimaksud dengan pemerintahan desa. Pemerintahan desa
menurutnya adalah swatu  kegiatan dalam penyelenggaraan

pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan terendah

"' Tim Lapera, 2001. Otonomi Pemberian Negara, Yogyakarta: Lapera Pustaka Umum, him. 92.
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langsung dibawah kecamatan yaitu pemerintah desa dan pemerintah
kelurahan, ?

Pemerintah desa sebagai lembaga eksekufif terdiri dari kepala
desa dan perangkat desa. Kepala desa mempunyai kewajiban untuk
menjalankan dan menyelenggarakan serta menjadi penanggung jawab
utama di bidang pemerintahan pembangunan kemasyarakatan dalam
rangka menyelenggarakan unsur pemerintahan umum termasuk
membina kehidupan masyarakat dan ekonomi desa, memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat dan mendamaikan perselisihan
masyarakat di desa di dalam dan di luar peradilan dan dapat
menunjukkan kuasa hukumnya.

Dari pengertian — pengertian di atas dapat diambil kesimpulan
bahwa yang dimaksud dengan peran birokrasi pemerintah desa adalah
aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh aparatur atan pejabat
pemerintah yang disebut birokrat yang ada di tingkat desa dalam proses
penyelenggaraan kehidupan pemerintah desa.

Dikeluarkannya Undang — Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan di Daerah, maka ketentuan — ketentuan yang diatur dalam
undang — undang tersebut membawa implikasi terhadap peran yang
dilakukan institusi birokrasi di setiap level pemerintahan khususnya

institusi birokrasi di tingkat desa.




Menurut Undang — Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, kedudukan desa sebagai daerah otonom yang
langsung di bawah pemerintahan Kabupaten dan tidak lagi berada di
bawah kecamatan, dan memberikan akses yang luas kepada pemerintah
desa dalam melaksanakan peran sebagai aparatur negara yang berada di
tingkat yang paling rendah, yaitu:

1) Menyelenggarakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus
masyarakat setempat sesuai dengan adat istiadat setempat yang
diakui dalam sistem pemerintahan nasional.

2) Pemerintah desa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan
kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan
keamanan dalam kehidupan masyarakat desa.

3) Birokrasi desa dalam hal ini pemerintah desa mampu menyusun
kebijakan dan program — program yang mencerminkan perwujudan
aspirasi masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

4) Birokrasi desa dalam hal ini pemerintah desa harus mampu
menciptakan penguatan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah
dengan cara pemberdayaan masyarakat.

5) Birokrasi desa dalam hal ini pemerintah desa harus mampu

mendorong dan memfasilitasi masyarakat agar mampu untuk ikut
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Permasalahan dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat
desa masih sangat dirasakan di setiap tingkat pemerintahan dengan
kadar yang berbeda — beda. Untuk itu, pemerintah desa harus mampu
mengidentifikasikan setiap permasalahan di wilayahnya, mengukur
kadarnya, menentukan prioritas sekaligus mengikutsertakan dalam
rangka memecahkan setiap permasalahan dengan sumber daya yang
tersedia. Selain itu, pemerintah desa dalam rangka usaha menggerakkan
masyarakatnya sangat diperlukan untuk mengoptimalkan hasil akhir
dari program - program dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di
wilayahnya.

2, Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
a. Partisipasi masyarakat

Berdasarkan epistemologi partisipasi diarikan sebagai
mengambil bagian. Tentu saja ini menimbulkan banyak pemahaman
yang berbeda tentang apa dan bagaimana serta dalam bentuk apa
partisipasi masyarakat harus diberikan. Pada kenyataannya antara
pihak — pihak yang berkepentingan dengan partisipasi dalam
pembangunan. Disini posisi masyarakat menjadi tidak jelas, karena
terjadi kebingunan antara partisipasi dan pengorbanan.

Dengan keberadaan kelompok masyarakat yang berpotensi

bagi negara dapat dimanfaatkan sebagai sumber dari pelaksanaan suatu

.
nmmale s mmvsnmin AL Anbasmnera s amansalnntasm Aamansanaian manersraenlrad suntnal-



menyumbangkan ide -~ ide serta partisipasi dalam mewujudkan

pembangunan.

Pengertian partisipasi menurut Bintoro C. Amijoyo adalah:

1) Keikutsertaan aktif atau berpartisipasi masyarakat berarti
keterlibatan memikul beban dan tanggung jawab dalam
pelaksanaan kegiatan pembangunan.

2) Keterlibatan dalam memetik hasil memanfaatkan pembangunan. **

Menurut Mubyarto partisipasi dalam arti luas dalam
pemerintabhan desa adalah kesediaan untuk turut membantu berhasilnya
setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti
harus mengorbankan kepentingan sendiri.

Setelah memahami beberapa definisi yang diungkapkan para
pakar, maka penyusun mencoba untuk mengungkapkan indikator
partisipasi sebagaimana yang diungkapkan oleh Taliziduhu Ndraha
sebagai berikut:

1) Titik berat partisipasi adalah pada keterlibatan mental dan emosi.
Kehadiran secara pribadi atau fisik adalah semata — mata didalam
suatu kelompok keterlibatan tersebut bukanlah partisipasi.

2) Kesediaan memberikan kontribusi termasuk wujud kontribusi
didalam pembangunan ada bermacam — macam, misalnya: barang,

uang, ketrampilan dan sebagainya.
3) Kesediaan untuk bertanggung jawab.'®

4 Bintoro C. Amijoyo, 1987. Perencanaan Pembangunan, Jakarta: CV. Haji Masagung, hlm. 26
15 Mubyarto dan Santoso Kartodirjo, 1988. Pembangunan Pedesaan di Indonesia, Yogyakarta:
L’iberti, hlm. 37. ‘



b.

Dari pengertian tentang partisipasi di atas maka peneliti dapat
menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah partisipasi dalam
suatu kegiatan pembangunan dimana keterlibatannya tersebut
dilakukan secara bertahap, yaitu dimulai dari proses penentuan
kebijakan, memikul tanggung jawab secara moril maupun materiil dan
dalam menikmati hasil dan manfaat pembangunan itu sendiri.
Pengertian pembangunan

Menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagian yang dimaksud dengan
pembangunan adalah sebagai berikut:

Pembangunan didefinisikan sebagai suatu nusaha atau rangkaian

usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang

dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan
pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan
bangsa.'’

Sedangkan menurut Drs. I. Nyoman Barata mengatakan
bahwa:

Pembangunan itu tiada lain adalah suatu perubahan untuk

menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan pada norma —

norma tertentu.

Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa
pembangunan merupakan usaha perubahan yang dilakukan secara
sadar dan berencana untuk modernisasi. Pembangunan merupakan

perubahan sosial yang bertujuan untuk menaikkan taraf hidup ke arah

yang lebih baik daripada keadaan yang sebelumnya.
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Peningkatan taraf hidup masyarakat secara fisik dapat dilihat
dari pertumbuhan ekonomi yang merupakan cermin keberhasilan
pembangunan di bidang ekonomi. Sesuai dengan ketetapan MPR No.
II/MPR/1983, disebutkan bahwa:

Pembangunan nasional bertujuan unink mewujudkan suvatu

masyarakat adil dan makmur yang materiil dan spiritual

berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang merdeka, bersahabat, tertib dan

damai.'®

¢. Arti penting partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Proses pembangunan senantiasa menunjukkan gejala yang
meningkat, maka peran birokrasi pemerintah desa merupakan proses
yang semakin besar dan kompleks dimana kecenderungan arah baru
dari proses pembangunan ini menekankan prinsip dari area bawah ke
atas (butiom up), oleh karena itu birokrasi pemerintah harus mampu
melihat kenyataan pembangunan jika peran yang dimainkan bisa
berhasil yaitu dengan mengembangkan manajemen pembangunan
sumber daya yang berwawasan lokal, dengan menggunakan model
pembangunan dimana program ~ program dan kebijakannya berasal
dari bawah yakni melihat sampai dimana peran serta masyarakat. 1

Kebijakan pelaksanaan otonomi dan pembangunan di desa

tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat, dimana masyarakat

18 UUD, P4, GBHN, Sekretariat Negara Republik Indonesia,



sebagai kesatuan sistem maupun individu merupakan bagian integral
dari sistem pemerintah desa.”

Dengan demikian jelas bahwa untuk mencapai suatu program
pembangunan tidak bisa mengabaikan keikutsertaan masyarakat,
dimana masyarakat harus ditempatkan pada kedudukan yang
semestinya, artinya masyarakat tidak hanya sebagai obyek
pembangunan tetapi sekaligus menjadi subyek pembangunan.

Keterlibatan aktif atan partisipast masyarakat dapat berarti
keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategt dan kebijakan dan
juga keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan
secara adil. Dari penjelasan di atas dapat diambil kestmpulan bahwa
partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam empat tahap yaitu:

1) Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan
2) Partisipasi dalam pelaksanaan

3) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

4) Partisipasi dalam evaluasi.

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam proses
pembangunan pada dasamya menyangkut dua aspek, yaitu:

1) Partisipasi sebagai hak. Artinya bahwa setiap warga negara
mempunyai peluang yang sama uniuk ikut serta guna
memanfaatkan kesempatan yang timbul di dalam proses

pembangunan dan ikut menikmati hasil — hasilnya.
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2) Partisipasi sebagai kewajiban. Artinya bahwa setiap warga negara
berkewajiban untuk ikut serta memikul beban dan tanggung jawab
serta menyukseskan pelaksanaan pembangunan.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam
suatu proses pembangunan masyarakat dituntut untuk terlibat
didalamnya, baik itu kebijakan pembangunan yang datang dari
pemerintah atau dari masyarakat itu sendiri, maka partisipasi
masyarakat dalam pembangunan adalah peran nyata masyarakat dalam
ikut serta memikul beban dan tanggung jawab.

Pemberdayaan masyarakat desa

Pemberdayaan masyarakat yakni upaya untuk
mengembangkan kemampuan, kemandirian dan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan agar masyarakat secara bertahap mampu
membangun diri sendiri dan lingkungannya secara mandiri.

Di dalam GBHN tahun 1999 pada arah kebijakan
pembangunan daerah dinyatakan “mengembangkan otonomi daerah
secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka
pemberdayaan”. Demikian juga dalam BAB IX PROPERNAS tentang
pembangunan daerah dengan salah satu program pokoknya adalah
meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang meliputi program
penguatan organisasi masyarakat, program pemberdayaan masyarakat

miskin dan program peningkatan kewaspadaan masyarakat. Undang -



menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat dengan cara

menumbuhkan prakarsa, kreatifitas dan peran serta masyarakat.

Kebijakan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam rangka
otonomi pada saat ini sebenarnya diharapkan mampu menyelesaikan
permasalahan vaitu:

1) Dengan adanya kerentaan kondisi masyarakat (kemiskinan dan
kesenjangan).

2) Kekurangberdayaan masyarakat ketika berhadapan dengan aparatur
pemerintah.

3) Kecenderungan memudarmya sistem nilai budaya, kecenderurigan
kekurangpatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang
berlaku.

4) Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

5) Rendahnya tingkat pengetahuan dan ketrampilan masyarakat,
rendahnya akses masyarakat (khususnya di desa — desa terisolir,
terpencil, perbatasan dan kawasan kritis) terhadap pelayanan
pemerintah.

Keberadaan permasalahan di atas sangat bervariasi kadamya di
setiap tingkat pemerintah dan tergantung pada kondisi alam dan sosial
ckonomi setiap daerah. Masyarakat di desa dililit oleh
ketidakberdayaannya, ideologi dan teknologi baru yang diperkenalkan

kepada masyarakat acapkali juga direspons secara negatif, terutama
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resiko kegapalan. Karena itu, pembangunan perlu diarahkan untuk
merubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Perencanaan dan
implementasi pembangunan seharusnya berisi usaha untuk
memberdayakan mereka sehingga mereka mempunyai akses pada
sumber — sumber ekonomi (sekaligus politik).

Nampaknya tidak terlalu berlebihan apabila dinyatakan bahwa
medan perang melawan kemiskinan dan kesenjangan yang utama
sesungguhnya berada di desa. Dengan demikian, wusaha
memberdayakan masyarakat desa serta perang mela_wan kemiskinan
dan kesenjangan di daerah pedesaan masih harus menjadi agenda
penting dalam kegiatan pembangunan kita pada masa — masa
mendatang. Kegiatan pembangunan pedesaan masih relevan untuk
ditempatkan sebagai prioritas kebijakan.

Oleh karena usaha memberdayakan masyarakat desa serta
menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan menjadi fenomena yang
semakin kompleks, pembangunan pedesaan dalam perkembangannya
tidak semata — mata terbatas pada peningkatan produksi pertanian
Pembangunan pedesaan juga tidak hanya mencakup implementasi
program peningkatan kesejahteraan sosial melatui distribusi uang dan
jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar. Lebih dari itu adalah sebuah

upaya dengan spektrum kegiatan yang menyentuh pemenuchan berbagai
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mandiri, percaya diri tidak bergantung dan lepas dan belengpu
struktural yang membuat hidup sengsara.
3. Peran Birokrasi Pemerintah Desa dalam Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Pembangunan

Menurut Priyo Budi Santoso dalam buku Birokrasi Pemerintah
Orde Baru edisi tahun 1993 menyebutkan bahwa peran birokrasi
pemerintah dalam pembangunan adalah:*'

a. Sebagai stabilisator dalam pembangunan artinya birokrasi
pemerintah berfungsi untuk menciptakan dan memberikan
situasi yang kondusif dalam masyarakat.

b. Sebagai motivator dalam pembangunan artinya birokrasi
pemerintah berfungsi sebagai penggerak dan pendorong dalam
masyarakat untuk maju.

c. Sebagai dinamisator dalam pembangunan artinya birokrasi
pemerintah berfungsi untuk membentuk hubungan yang baik
dalam proses pembangunan dengan masyarakat.

Birokrasi pemerintah desa selaku tokoh masyarakat memberi
dorongan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam
pembangunan demi kepentingannya. Dan dengan pengetahuan politiknya
dapat menjelaskan kepada masyarakat arti pentingnya partisipasi dalam
pembangunan bagi mereka. Juga harus mampu menggerakkan masyarakat
desa untuk aktif dalam pembangunan. Birokrasi pemerintah desa dapat
berperan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya mengikuti

informasi pembangunan dan menanggapi berbagai kebijaksanaan

pemerintah,




Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan oleh
birokrasi pemerintah desa adalah merupakan realisasi dari sikap
masyarakat yang responsif terthadap kinerja aparatur birokrasi pemerintah
desa, hal ini menunjukkan bahwa keikutsertaan dalam upaya
pembangunan yang dilakukan oleh aparatur birokrasi pemerintah desa
akan dipengaruhi oleh sikap masyarakat terhadap obyek tersebut.

Peran birokrasi pemerintah terhadap partisipasi masyarakat dalam
pembangunan akan dipengaruhi persepsi masyarakat dan sikap masyarakat
yang merupakan indikator dari partisipasi masyarakat. Peran yang
dilakukan oleh birokrasi pemerintah desa seperti disebut di atas pada
dasarnya menuju pada penciptaan motivasi masyarakat agar memiliki
kesadaran untuk menentukan sikap dan perilaku yang bersifat mendukung
pembangunan.

Dari beberapa teori tentang munculnya motivasi seperti tersebut di
atas dapat disimpulkan dalam dua model sikap masyarakat untuk
berpartisipasi yaitu:

a. Bahwa munculnya sikap masyarakat untuk berpartisipasi tidak terlepas
dari peran yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah desa yang bersifat
mendorong atau memotivasi masyarakat.

b. Bahwa munculnya sikap masyarakat untuk berpartisipast adalah

merupakan kesadaran yang tumbuh dalam diri masyarakat itu sendiri.
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a. Keikutsertaan dalam tahap perencanaan, artinya keterlibatan mental dan
emosional, hadir secara fisik atau pribadi semata — mata dalam suatu
kelompok, sehingga didalamnya sudah termasuk partisipasi didalam
ikut andil dalam proses perencanaan.

b. Keikutsertaan dalam tahap pelaksanaan, artinya kesediaan atau
keikutsertaan dalam memberi kontribusi dalam pembangunan di
berbagai bentuk (material dan imaterial) seperti uang, tenaga, pikiran,
wakty, ketrampilan dan sebagainya sehingga dengan demikian sudah
dianggap berpartisipasi.

c. Keikutsertaan dalam tahap pemanfaatan artinya kesadaran atau
keterlibatan untuk bertanggung jawab dalam hal menjaga, memelihara
dan memanfaatkan hasil — hasil pembangunan,

d  Keikutsertaan dalam tahap evaluasi ariinya keikutsertaan dan
keterlibatan dalam hal mengevaluasi pelaksanaan program — program
dengan rencana yang telah ditunjukkan dan mengevaluasi kesesuaian
hasil dengan kebutuhan.

4, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Aparat Pemerintah Desa
dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72

& 73 Tahun 2005 Tentang Desa dan Kelurahan menyebutkan bahwa

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdin dari

Kepala Desa dan Perangkat Desa. Selanjutnya Pasal 14 avat (1)



urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan Pasal 14 ayat
(2) point (g) menyatakan bahwa Kepala Desa mempunyai wewenang
mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Keberhasilan Kepala Desa beserta Perangkat Desa dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya sangat tergantung pada kualitas
kinerja yang handal, kompeten dan bertanggung jawab. Kinerja sebagai
hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam
suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-
masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara legal, tidak
melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika 2

Kinerja aparatur desa dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat
desa dalam pembangunan sebagaimana amanat perundang-undangan di
atas sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain adalah
pendidikan, pelatihan, motivasi, dan pengalaman kerja yang selama ini
dimilikinya. Oleh karena itu, evaluasi kinerja sangat perlu dilakukan
terhadap hasil kerja aparatur desa dalam menjalankan tugas dan
kewenangannya termasuk dalam upaya menumbubkan  partisipasi

masyarakat desa dalam pembangunan desa

2 Rivai dalam Op. Cit., 2009, hlm. 7
2 wibowo dalam dalam Op. Cir., 2009, him. 8.
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Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peran aparatur desa
dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan,
antara lain:**

a. Pendidikan
Pendidikan merupakan proses pembelajaran melalui proses dan
prosedur yang sistematis yang terorganisir baik teknis maupun
manajerial yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama.
Pendidikan pada dasarnya dimaksudkan untuk mempersiapkan SDM
sebelum memasuki pasar kerja. Dengan pengetahuan yang diperoleh
dari pendidikan dalam proporsi terient diharapkan sesuai dengan
syarat — syarat dunia kerja. Sehingga pendidikan merupakan proses
mencetak SDM yang siap pakai memiliki kompetensi dan kepribadian
unggul.

b. Pelatihan
Pelatihan merupakan usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai
dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan
dijabatnya segera. Sebaliknya pendidikan lebih menekankan pada
pemberian pengetahuan (knowledges) yaitu yang seorang harus tahu,
baik yang baru atau dalam usaha memperkaya perbendaharaan
pengetahuan dan wawasannya.
Perbedaan antara pendidikan dan pelatihan diwujudkan dalam metode

dan teknik instruksional/pengajaran yang digunakan oleh masing-

% pisma Sitorus, 2009. Analisis Fakior — Jfaktor yang Mempengaruhi Kinerja Kepala Desa dalam
Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara,
Medan: Universitas Sumatera Utara, him. 11
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masing program. Sebuah program pelatihan lebih menekankan kepada
latthan (frain), praktik (practice), dan melakukan (do) tersebut dan

bukan untuk mendengarkan kuliah atau ceramah.

. Motivasi

Motivasi merupakan suatu sikap (affitude) pimpinan atau pegawai
terhadap situasi kerja (situation) di lingkungan organisasinya. Pegawai
yang bersikap positif terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan
motivasi kerja yang tinggi dan sebaliknya jika pegawai tersebut
bersikap negatif terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi
kerja yang rendah Situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain
hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola
kepemimpinan kerja dan kondisi kerja.

. Pengalaman kerja

Pengalaman kerja juga menjadi salah satu faktor dalam mendukung
peran aparatur desa. Seorang pemimpin harus memiliki pengalaman
mengorganisasi orang, komunikasi di hadapan kelompok,
menyelesaikan masalah dan sebagainya Pengalaman yang dimiliki
seseorang dari waktu ke waktu terus berubah sejalan dengan perjalanan
waktu dan perubahan lingkungan.

Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja seseorang dalam
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a. Faktor kemampuan
Secara psikologis, kemampuan aparatur desa terdiri dari kemampuan
potensi (IQ) dan kemampuan reality (fmowledge and skill), artinya
pegawai yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110 - 120) dengan
pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam
mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka aparatur desa tersebut akan
lebih mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, aparatur desa
perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (the
right man in the right place, the right man on the right job).

b. Faktor motivasi
Motivasi terbentuk dari sikap (atfitude) seorang aparatur desa dalam
menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang
menggerakkan diri aparatur desa yang terarah untuk mencapai tujuan
organisasi. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong
diri pegawai untuk berusaha mencapai kinerja secara maksimal. Sikap
mental seorang aparatur desa harus sikap mental yang siap secara
psikofisik (siap secara mental, fisik, tujuan, dan situasi), artinya seorang
pegawai harus siap mental, mampu secara fisik, memahami tujuan

utama dan target kerja yang akan dicapai, mampu memanfaatkan dan

. . . .
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F. Definisi Konsepsional

Untuk memberikan arah dan pambaran yang jelas terhadap

pelaksanaan penelitian ini, maka berdasarkan kerangka teori yang telah

dikemukakan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan:

L

Peranan adalah perilaku atau aktifitas yang dilakukan seseorang yang
menduduki posisi tertentu dalam rangka membina, membimbing,
mengawasi dan mengembangkan pelaksanaan semua tugas — tugasnya
disertai dengan rasa penuh tanggung jawab sesuai aturan yang berlaku
demi tercapainya tujuan yang ditentukannya.

Birokrasi adalah pejabat atau orang — orang yang memerintah secara

profesional dan menjalankan pemerintahan.

. Aparat desa adalah aparatur atau pejabat yang memilikt dan melaksanakan

wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup
masyarakat melalui pembuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan yang
berada di tingkat desa.

Partisipasi masyarakat adalah kesediaan untuk turut membantu berhasilnya
setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti harus
mengorbankan kepentingan sendiri dalam mencapai tujuan.

Pembangunan adalah perubahan — perubahan sosial yang dilakukan secara
sadar dan terencana untuk menuju kepada keadaan yang lebih baik untuk

meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik daripada keadaan yang
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pembangunan yaitu pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya
khususnya pembangunan di desa.

6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah adanya
peningkatan motivast masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses
pembangunan yang dilakukan secara individual atau kolektif dalam
berbagai bentuk atau dengan kata lain bahwa masyarakat bersifat
partisipatif yang diwujudkan melalui peran nyata masyarakat untuk ikut

memikul beban dan tanggung jawab dalam pembangunan,

G. Definisi Operasional
Pada bagian definisi operasional, secara singkat dapat dijelaskan
beberapa indikator penting yang terkait dengan variabel — variabel penelitian,
antara lain:
1. Peran Aparatur Pemerintah Desa sebagai motivator dalam peningkatan
partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan meliputi :
1. Mendorong masyarakat supaya mengetahui masalah perencanaan
pembangunan, dilakukan dengan cara :
1) Penyuluhan dan sosialisasi sampat ke tingkat RT/RW.
2) Menggali permasalahan, kendala dan kebutuhan masyarakat desa
terkait dengan kondisi riil masyarakat desa.

3) Menjalin komunikasi dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama
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3.

4) Aparatur Pemerintah Desa terjun langsung ke lapangan guna
mengetabui secara detail mengenai harapan dan keinginan
masyarakat &&sa dalam memajukan desa.

5) Menggali berbagai potensi sumberdaya lokal yang dapat digunakan
sebagai modal dalam melaksanakan pembangunan desa.

Mendorong masyarakat supaya mau mengidentifikasi dan menjaring

permasalahan dan kebutuhan pembangunan masyarakat desa,

dilakukan dengan cara :

1) Menggiatkan musyawarah dusun dan RT/RW.

2) Melibatkan peran serta pengurus RT/RT dan dukuh guna
menumbuhkan partisipasi warga di masing-masing RT dan
pedukuhan.

3) Menjalin komunikasi dan menumbuhkan suasana keakraban antara
pengurus RT/RT, pedukuhan sampai aparatur pemerintah desa
dengan masyarakat desa.

4) Menggalakkan berbagai kegiatan kemasyarakatan sehingga
masyarakat memiliki kesadaran bahwa sosialisasi dengan
lingkungan sekitar adalah kebutuhan setiap warga sebagai anggota
masyarakat.

Mendorong masyarakat supaya terlibat aktif dalam tahap penyusunan
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2)

3)

4)

Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat desa tentang
rencana program dan kegiatan pembangunan desa yang akan
dilaksanakan.

Membuka berbagai saluran komunikasi guna menjaring ide,
gagasan dan saran masyarakat desa guna merumuskan rencana
program dan kegiatan pembangunan desa.

Melibatkan berbagai komponen warga dalam setiap pelaksanaan
kegiatan desa.

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam setiap
urusan administrasi dan birokrasi pemeriniahan desa sehingga
masyarakat merasa diperhatikan dengan layak oleh aparatur

pemerintrah desa

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Aparatur Pemerintah Desa

sebagai motivator dalam peningkatan partisipast masyarakat dalam

perencanaan pembangunan desa meliputi :

1.

2.

Tingkat pendidikan Aparatur Pemerintah Desa.

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa.

Motivasi Aparatur Pemerintah Desa.
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H. Metode Penelitian

L

Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian
deskriptif kualitatif Oleh sebab itu, peneliti hanya memfokuskan pada
penggambaran dan pemecahan masalah yang dianalisis secara kualitatif.
Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu
prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan
keadaan subyek/obyek penelitian pada saat seseorang berdasarkan fakta —
fakta yang tampak nyata atau sebagaimana adanya.”
Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di Desa Nogotirto Kecamatan Gamping
Kabupaten Sleman Provinsi DIY tahun 2010.
Jenis Data
a. Data primer
Yaitu data langsung dari tangan pertama yang menyangkut pendapat
dari responden tentang variabel penelitian, yang diperoleh dari
jawaban hasil interview dan observasi dari aparat Desa Nogotirto dan
masyarakat.
b. Data sekunder
Yaitu data yang diikuti dari sumber lain, sehingga tidak bersifat
langsung autentik karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga

dan seterusnya Melihat dari uraian, maka yang akan dijadikan data




sekunder dari penelitian ini adalah arsip — arsip, buku atau dokumen -
dokumen yang berhubungan dengan penelitian.
4. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan (observasi)
Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data adalah pengamatan
(observasi). Teknik ini digunakan dengan cara melakukan pengamatan
terhadap gejala — gejala yang terjadi, guna memperoleh data dan
gambaran yang sesungguhnya dalam penelitian.

b. Wawancara (inferview)
Metode ini digunakan denpan cara melakukan percakapan oleh dua
pihak. Pertanyaan ini diajukan oleh pewawancara dan yang menjawab
atas pertanyaan itu adalah yang diwawancarai (narasumber), atau
dengan kata lain peneliti mengajukan pertanyaan dan
responden/narasumber memberikan jawaban.
Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara terpimpin (guide interview). Dalam wawancara terpimpin
ada pedoman yang memimpin jalannya tanya — jawab ke satu arah
yang telah ditetapkan dengan tegas. Kedua belah pihak memegang
peranan yang berbeda dalam kegiatan tanya — jawab, maka sudah
semestinya jika ada tuntutan - funtutan tertentn terhadap
penginterview dalam memainkan perannya, maka tuntutan itu adalah

kemahiran dan ketangkasan — ketangkasan dalam bidang tertentu,
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pencatatan, pemeliharaan hubungan persahabatan, paraphrasing,
reformulering, dan penilaian terhadap situasi dan jawaban.
Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan pada aparat pemerintah desa
dan masyarakat tentang:
1) Peranan yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa dalam rangka
pembangunan partisipasi masyarakat.
2) Pada masyarakat, ingin mengetahui  bagaimana motivasi dan
partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.,
¢. Dokumentasi/Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Teknik penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data melatui
peninggalan tertulis terutama berupa arsip — arsip dan termasuk juga
buku — buku tentang pendapat, teori atau koran, majalah dan lain —
lainnya yang berhubungan dengan mnasalah yang ada dalam
penyelidikan.”
5. Unit Analisa
Sesuai dengan pokok permasalahan penelifian, maka penyusun
melakukan kegiatan yaitu menyusun unit analisanya pada pihak terkait
yang relevan dan tepat dengan pembahasan untuk dijadikan sumber data
yang diperlukan. Dalam hal ini penyusun mewawancarai aparat desa dan
beberapa orang yang dijadikan sampel. Untuk itu penyusun mengambil

sampel 15% dari jumlah populasi.

77 Hadari Nawawi, 1983. Metodologi Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, him. 80.
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Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri -
cirinya akan diduga Jadi populasi adalah jumlah semua individu yang
ditentukan identitasnya untuk memperoleh data sesuai dengan masalah
yang diteliti.?®

Sampling merupakan proses pemilihan sampel dari suatu
kelompok besar {populasi penelitian) menjadi basis bagi pengestimasian
atan prediksi suatu fakta, situasi atau hasil yang dianggap mewakili
kelompok besar tersebut. Sampel merupakan sub kelompok dalam
populasi penelitian.

Dari data yang ada, peneliti mengambil sampel masyarakat di
Dusun Kajor yang berada di Desa Nogotirto Kecamatan Gamping untuk
dijadikan perbandingan, yaitu:

a. Aparat Pemerintah Desa Nogotirto dalam perannya sebagai motivator,
dinamisator dan stabilisator peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan desa.

b. Masyarakat Desa Nogotirto.

Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah antara 10 - 15%
dari populasi, yaitu 15% dari jumlah masyarakat Desa Nogotirto yang
sudah berumur di atas 17 tahun. Hal ini karena terbatasnya tenaga, waktu
dan biaya yang dimiliki oleh peneliti. Sehingga sampel yang diambil

diharapkan sudah dapat mewakili populasi yang ada.
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6. Tekmik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan yakni analisa data secara
Kkualitatif, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata — kata tertulis atau lisan dari orang — orang dan
perilaku yang dapat diamati. Dengan pemahaman seperti itu, maka
penelitian kualitatif diarahkan untuk memahami sebuah fenomena secara
holistik dan tidak mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel
atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu
keutuhan”

Oleh karena itn, pada bagian ini penyusun dapat menjelaskan
peran birokrasi pemerintah desa dalam peningkatan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan di Desa Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten
Sleman Provinsi DIY tahun 2010. Pemerintah desa setidaknya mampu
memberikan pandangan kepada masyarakat untuk memahami politik
terutama dalam berpartisipasi dalam pembangunan sebagai suatu kegiatan
yang mempengaruhi sikap, tingkah laku dan tindakan politik masyarakat.
Ini berarti bahwa masyarakat harus diberi motivasi oleh birokrasi
pemerintah desa untuk berpartisipasi di dalam segala hal termasuk d
dalam berpolitik dalam pembangunan. Untuk itu, masyarakat harus lebih
dipandang sebagai subyek pembangunan.

Sebagai subyek pembangunan, masyarakat bisa dilibatkan dalam

pembuatan keputusan, sehingga berbagai kebijakan akan lebih sesuai



dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan skala prioritas (substansial).
Dengan demikian birokrasi pemerintzh desa harus sungguh — sungguh
menjalankan tugas dan kewajiban sebagai stabilisator, motivator, dan

dinamisator dalam kehidupan politik masyarakat desa dan perannya



A. Keadaan Umum Wilayah Desa

BABII

DESKRIPS] LOKASI PENELITIAN

Kabupaten Sleman

1. Batas wilayah desa

Nogotirto Kecamatan Gamping

Wilayah Desa Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman

dibatasi oleh beberapa wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Trhanggo Kecamatan

Gamping,

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Banyuraden Kecamatan

Gamping,

¢. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sidoarum Kecamatan Godean

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ngestiharjo Kecamatan

Kasihan.

2. Luas wilayah desa menurut penggunaannya

oleh tabel 2.1. berikut ini.

Luas wilayah Desa Nogotirto menurut penggunaannya ditunjukkan

Tabel 2.1. Luas Wilayah Desa Nogotirto Menurut Penggunaannya

No Penggunaan Luas (ha)
1 Pemukiman
a. Pemukiman pejabat pemerintah 0,25
b. Pemukiman ABRI 1,50
¢. Pemukiman real estate 11,00
d. Pemukiman KPR-BTN 21,40
e. Pemukiman umum 64,50




Untuk Bangunan

Perkantoran

Sekolah

Pertokoan/perdagangan

Pasar

Terminal

Tempat peribadatan

1,62

Kuburan/makam

3,052

B |s|e (p]o |o|e

Jalan

i. Lain-lain

it

Pertanian Sawah

a. Sawah pengairan teknis (irigasi)

132,80

b. Sawah pengairan setengah teknis

¢. Sawah tadah hujan

d. Sawah pasang surut

Jumlah luas sawah

132,80

Ladang/tegalan

0,3850

Lh|$

Perkebunan

149,50

Padang rumput/stepa/ladang
gembalaan/pangonan

0,25

Rekreasi dan olah raga

a. Lapangan sepak bola

1,43

b. Lapangan bola voley/basket

0,810

Jumlah luas tempat rekreasi dan olah
raga

1,75

Perikanan darat/air tawar

a. Tambak

b. Kolam

4,5

c. Empang/tebat

Jumlah luas perikanan

4,5

9

Lain-lain

a. Tanah kritis/tandus

3.3

Sumber: Data Profil Desa Nogotirto, 2010

3. Orbitasi, waktu tempuh dan letak desa/kelurahan

Tabel 2.2. Orbitasi dan jarak tempuh

Orbitasi dan Jarak Tempuh

Keterangan

Jarak ke ibukota kecamatan

2km

Jarak ke ibukota kabupaten/kotamadya

6 km

Jarak ke ibukota propinsi

5 km

Waktu tempuh ke ibukota kecamatan

0.4 jam

Waktu tempuh ke ibukota kabupaten/kodya

0,4 jam

O\U‘i-hub-)!—g

Waktu tempuh ke pusat fasilitas terdekat

fekonnmi kecehatan nemerintahand

0,5 jam




4. Ketersediaan alat angkutan umum

Tabel 2.3. Ketersediaan alat angkutan umum

No Keterangan Ada/Tidak ada
1 Setiap saat (menit), tiap jam Ada
2 Setiap hari Ada
3 Setiap mingpu Ada
Sumber: Data Profil Desa Nogotirto, 2010
5. Topografi/Bentang lahan
Tabel 2.4. Topografi Desa Nogotirto
No Bentang lahan Luas (ha)
1 | Dataran 349
2 | Perbukitan/Pegunungan
Jumlah 349
Sumber; Data Profil Desa Nogotirto, 2010
6. Kondisi geografis
Tabel 2.5. Kondisi geografis
No Kondisi Geografis Keterangan
1 | Tinggi tempat dari permukaan laut 143 m
2 | Curah hujan rata-rata per tahun 1647 m
3 | Keadaan suhu rata-rata 22-30°C
Sumber: Data Profil Desa Nogotirto, 2010
7. Kesuburan tanah
Tabel 2.6. Kesuburan tanah
No. Tingkat Kesuburan Luas (ha)
1 Sangat subur 0
2 Subur 108
3 Sedang 61,5
4 Tidak subur/kritis 3,3
Tumlah 172.8




8.

Tingkat erosi tanah
Tabel 2.7. Tingkat erosi tanah

No. Tingkat Erosi Luas (ha)
1 Tidak ada erosi 0
2 Erosi ringan 0,58
3 Erosi sedang 0
4 Erosi berat 0,04
Jumlah 0,62

Sumber: Data Profil Desa Nogotirto, 2010

B. Kependudukan

L.

Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Desa Nogotirito Kecamatan Gamping Kabupaten

Sleman berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 berjumlah 12813 jiwa

dengan jumiah kepala keluarga sebanyak 2191 KK. Rincian data

kependudukan adalah sebagai berikut.
Tabel 2.8. jumlah penduduk dirinci menurut golongan usia dan jenis kelamin
No Golongan Umur Jenis Kelamin Jumlah
Laki-laki Perempun
1 0 — 12 bulan 104 107 211
2 13 bulan — 4 tahun 285 250 535
3 5 -6 tahun 103 165 268
4 7 — 12 tahun 471 465 936
5 13 — 15 tahun 272 273 545
6 16 — 18 tahun 349 336 685
7 19 — 25 tahun 624 692 1316
8 26 — 35 tahun 877 880 1757
No Golongan Umur Jenis Kelamin Jumlah
Laki-laki Perempuan
36 — 45 tahun 832 341 1673
10 | 46 — 50 tahun 818 825 1643
11 | 51 — 60 tahun 799 827 1626
12 | 61 — 75 tahun 512 517 1029
13 | Lebih dari 76 tahun 295 254 589
Jumiah 6341 6462 12813




2. Kepadatan penduduk

Kepadatan penduduk Desa Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten

Sleman ditunjukkan oleh tabel 2.9. berikut ini.

Tabel 2.9. Kepadatan penduduk

No Keterangan Jumlah
1 | Laki-laki 6341 jiwa
2 | Perempuan 6462 jiwa
3 | Jumlah seluruhnya 12813 jiwa
4 | Kepadatan penduduk 367 per km
Sumber: Data Profil Desa Nogotirto, 2010
3. Perubahan penduduk
Tabel 2.10. Perubahan jumlah penduduk
No Perubahan Jumlah
Laki-laki | Perempuan
1 | Lahir 70 79
2 | Meninggal dunia 24 9
3 | Penduduk masuk (datang) 162 51
4 | Penduduk keluar (pergi) 76 83
Jumlah 332 222
Sumber: Data Profil Desa Nogotirto, 2010
4. Struktur mata pencaharian
Tabel 2.11. Subsektor perianian tanaman pangan
No Status Jumlah (orang)
1 | Pemilik tanah sawah 517
2 | Pemilik tanah tegal/ladang
3 | Penyewa/penggarap 162
4 | Penyakap 25
5 | Buruh tani 110
Tnmlah 976




Tabel 2.12. Subsektor industri kecil/kerajinan

No Status Jumlah (orang)
1 Jumlah pemilik usaha kerajinan 8
2 Pemilik usaha industri rumah tangga 1
3 Pemilik usaba industri kecil 7
4 Jumlah buruh industr kecil/kerajinan/ramah tangga 236
Jumlah 246

Sumber: Data Profil Desa Nogotirto, 2010

Tabel 2.13. Subsektor Jasa/Perdagangan

No Status/Jenis Jasa/Perdagangan Jumlah (orang)
1 Jasa Pemerintahan/Nonpemerintahan
a. Pegawai Negeri Sipil
1) Pegawai kehwaban 176
2) Pegawai Neger Sipil/ABRI 253
3) Mantri keschatan/perawat 14
4) Bidan 9
5) Dokter 9
6) PNS lainnya 191
b. Pensiunan ABRI/Sipil 55
c. Pegawai swasta 182
d. Pegawai BUMN/BUMD 16
e. Pensiunan swasta 22
2 Jasa Lembaga-lembaga Keuangan
a. Perbankan 12
b. Perkreditan rakyat 3
c. Pegadaian 3
d. Asuransi 2
3 Jasa Perdagangan
a. Pasar desa/keluraban 0
b. Wanung 100
c. Kios 0
d. Toko 18
4 Jasa Penginapan (asrama pondokan) 26
3 Jasa Komunikasi dan Angkutan
a. Angkutan tak bermotor 12
b. Angkutan sepeda motor 10
6 Jasa Pelayanan Hukum dan Nasihat
a. Notaris 1
b, Pengacara 4
c. Konsultan 4
7 Jasa Ketrampilan
a. Tukang kayu 13
b. Tukang batu 138
¢. Tukang jahit/bordir 44
d. Tukang cukur 6
8 Jasa Lainnya
a. Listrik, gas dan air 12
b. Konstruksi 2
1 & Jaca nersewaan 5




Tabel 2.14. Struktur Pemilikan Tanah

No Luas Pemilikan Tanah Jumlah (orang)
1 Kurang dari 0,1 ha 1038
2 0,1 -0,5ha 144
3 0,6—-1,0ha 8

Sumber: Data Profil Desa Nogotirto, 2010

C. Pemerintahan Desa/Kelurahan

1. Pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan

Tabel 2.15. Pemantapan pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979

No Uraian Keterangan
1 Penetapan Kepala Desa Pemilihan
2 (LMD Berfungsi
3 LKMD Berfungsi
4 Pemerintahan Desa/K elurahan Berfungsi

Sumber: Data Profil Desa Nogotirto, 2010

2. Aparat/perangkat pemerintahan desa’/kelurahan

Tabel 2.16. Aparat/perangkat pemerintahan desa/kelurahan

No Uraian Keterangan

1 Kepala Desa/Kepala Kelurahan Ada

2 Sekretaris Desa/Kelurahan Ada

3 Kepala Urusan Pemerintahan Ada

4 Kepala Urusan Pembangunan Ada

5 Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Ada

6 Kepala Urusan Keuangan Ada

7 Kepala Urusan Umum Ada

8 Kepala Dusun/Lingkungan 8 orang
Jumlah 15 orang




Tabel 2.17. Kemanfaatan aparat/perangkat pemerintahan desa

No Uraian Jumlah (orang)
1 | Aparat perangkat desa/kelurahban yang menjadi 10
anggota LMD
2 | Aparat perangkat desa/kelurahan yang menjadi 2
anggota LKMD
3 | Anggota LMD yang menjadi anggota LKMD 4
4 | Aparat/perangkat desa/kelurahan yang menjadi 8
ketua lingkungan, kepala dusun, ketua RT, ketua
RW
Sumber: Data Profil Desa Nogotirto, 2010
3. Program instansi sektor yang masuk desa
Tabel 2.18. Program instansi sektor yang masuk desa
No Jenis Program Instansi/Sektor
1 | Pengaspalan jalan Bina marga
2 | Talud saluran irigasi Dinas Pengairan
3 | Drainase ' PLP/DPU
4 | Lantainisasi BKKBN
5 | Jamban/MCK PU/PLP
6 | Kursus jahit bordir Dinas Tenaga Kerja
7 | Sengonisasi Dinas Perkebunan
8 | Kesehatan Dinas Kesehatan
Sumber: Data Profil Desa Nogotirto, 2010
4. Peringkat pendidikan aparat/perangkat desa
Tabel 2.19. Tingkat pendidikan aparat desa
No Jabatan Aparat Desa Tingkat Pendidikan
1 | Kepala Desa/Kelurahan Perguruan Tinggi
2 | Sekretaris Desa/K elurahan Perguruan Tinggi
3 | Kepala Urusan Pemerintahan SMP
4 | Kepala Urusan Pembangunan SMA
5 | Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Perpuruan Tinggi
6 | Kepala Urusan Keuangan SMA
7 | Kepala Urusan Umum Perguruan Tinggi
8 | Kepala Dusun/Lingkungan SD, SMP, SMA
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D. Kesadaran Berpemeﬁntahan dan Berbangsa
Kesadaran berpemerintahan dan berbangsa yang dapat diemukan pada
warga Desa Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman tahun 2010
dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.20. Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

No Uraian Keterangan
1 | Jumlah wajib pajak PBB 4132 orang
2 | Jumlah wajib pajak yang bermukim di luar
desa/kelurahan 41 orang
3 | Target penerimaan pajak PBB Rp 44.312.762
4 | Jumlah wajitb pajak yang telah 3161 orang
melunasi/membayar PBB
5 | Realisasi penerimaan pajak PBB Rp 40.298 876

Sumber : Data Profil Desa Nogotirto, 2010

Tabel 2.21. Toleransi dan Keharmonisan antara Suku, Adat, Ras dan Agama

(SARA)
No Uraian Jumlah Kejadian
1 Perpecahan umat intern agama Nihil
2 | Pertentangan antarumat beragama Nihil
3 | Perbedaan antarras Nihil
4 | Kejadian perang antarsuku Nihil

Sumber : Data Profil Desa Nogotirto, 2010

Tabel 2.22. Kesadaran Masyarakat dalam Menyukseskan Program

Pemerintah
No Uraian Keterangan
Tinggi/Sedang/Rendah

1 | Kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas Sedang
2 | Kesadaran masyarakat dalam memperingati

hari-hari raya nasional Tinggi
3 | Kesadaran masyarakat dalam memelihara

kebersihan lingkungan Sedang
4 | Kesadaran dalam mengkonsumsi barang-

harane nraduk dalam neoeni Sedange




Tabel 2.23. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

No Jenis Keputusan Jumiah
1 Keputusan Desa 4
2 Keputusan Kepala Desa/Kepala Kelurahan 2
3 Jumlah seluruh keputusan 6

Sumber : Data Profil Desa Nogotirto, 2010

Tabel 2.23. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Kegiatan

Pembangunan
No Uraian Jumlah
1 Selurvh kegiatan pembangunan tahun ini 79
2 | Kegiatan pembangunan yang usulannya 79
dari masyarakat

Sumber : Data Profil Desa Nogotirto, 2010

Tabel 2.24. Pelestarian Pembangunan (dari pemerintah maupun hasil gotong

royong masyarakat)
Keadaan
No | Jenis Kegiatan Pembangunan Masih Manfaat
berjalan/terhenti Ada/tidak
1 | Gedung sekolah Masih Ada
2 | Tempat peribadatan Masih Ada
3 | Gedung serba guna Masih Ada
4 | Bendungan, waduk, dam Masih Ada
5 | Saluran air Masih Ada
6 | Jalan, jembatan desa Masih Ada
7 | Sumber air minum Masih Ada




E. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Nogotirto Gamping Sleman

Kepala Desa

(Faizin, S.Sos)

BPD Desa Nogotitto

:

Sekretaris Desa

(Drs. Yuda Wadana)

!

Kaur Perencanaan
(Purwanto, S.Ag)
v v v v v
Kabag. Kabag. Kabag. Kabag. Kabag.
Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan Pelayanan Umum Keuangan
(Muhyidin, S.Sos) (Suyamto) (Usman Hartadi, S.Ag) (Drs. Sudarmiyanto) (Mu;ta;;;ohh,
v v N v '

jukuh Dukuh Dukuh Dukuh Dukuh Dukuh Dukuh
{ajor Kwarasan Karang Tengah Ponowaren Nogosaren Sawahan Mlangi
varmaji) (Suwadi) (Surahmin) (Joko Purwanto) (Soltkhin Nur C, S.Ag) (Mualif, S.Hut) (Nursalim)




BAB III
PERAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI MOTIVATOR
DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA NOGOTIRTO,

GAMPING, SLEMAN TAHUN 2010

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui studi dokumentasi,
wawancara dan observasi, maka dapat disajikan beberapa data hasil penelitian
sebagai berikut.

A. Peran aparatur Pemerintah Desa Nogotirto sebagai motivator dalam
peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
meliputi :

1. Mendorong masyarakat supaya mengetahui masalah perencanaan
pembangunan, dilakukan dengan cara :

a. Penyuluhan dan sesialisasi sampai ke tingkat RT/RW
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suyanto selaku
Kepala Urusan Pembangunan Desa Nogotirto dijelaskan bahwa
masyarakat Desa Nogotirto mempunyai agenda rutin berupa
musyawarah desa yang dilakukan setiap bulan dengan melibatkan
aparatur pemerintah jika masyarakat mempunyai kegiatan atau program
untuk pembangunan desa. Dan jika masyarakat ingin membuat suatu

program, di Desa Nogotirto membuat kepanitiaan yang nantinya bisa
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secara tidak langsung masyarakat memanfaatkan Musyawarah Desa
sebagai penyalur pendapat, saran dan kritik yang ditujukan kepada
aparatur Pemerintah Desa melalui musyawarah desa.*

Pemnyataan di atas juga dipertegas oleh keterangan yang
disampaikan oleh Sigit Bawono, salah seorang warga setempat kepada
penulis seperti yang dikutip di bawah ini :

Ya...kami memang seringkali memperoleh informasi tentang
rencana program pembangunan desa yang akan dilaksanakan di
wilayah desa kami melalui Ketua dan pengurus RT serta Bapak
Dukuh dalam kegiatan sosialisasi dan musyawarazh warga
Dalam kegiatan sosialisasi rencana pembangunan desa tersebut,
kami juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi,
harapan, kebutuhan dan persoalan yang menyangkut
kepentingan warga. Tentunya kami juga merasa senang dengan
langkah yang ditempuh oleh pemerintah desa melalui tokoh-
tokoh warga di tingkat RT dan Pedukuhan.>'

Dijelaskan lebih lanjut bahwa kegiatan penyuluhan dan
sosialisasi rencana program pembangunan dilakukan oleh panitia
pembangunan yang merupakan perwakilan dari warga. Disini
Pemerintah Desa Nogotirto hanya memfasilitasi dan men-support
rencana program yang diusutkan oleh warga desa. Sebab, mekanisme
pengajuan usulan rencana program pembangunan desa mengikuti atur
pembangunan desa itu dari warga itu sendiri. Jika warga ingin maju
maka mereka harus bisa bergotong royong dan bekerja sama untuk

memajukan desa mereka sendiri, tetapi ada beberapa desa yang

memang sangat aktif memajukan daerahnya atau desanya, dan itu juga

3 Hasil wawancara dengan Bapak Suyanto, Kaur Pembangunan Desa Nogotirto, 23 Oktober 2010.



kami akan mendampingi sampai program atau kegiatan yang mereka

adakan itu selesai.

Mengutip dari Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan
Nogotirto yang diselenggarakan pada tanggal 2 Desember 2010
bertempat di Balai Desa Nogotirto pada pukul 09.00 s/d 13.00 WIB
telah diselenggarakan Musrenbang Desa/Kelurahan yang dibhadiri oleh
wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur
lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam Dafiar Hadir
terlampir. Matent atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta
yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

1) Materi atau topik tentang pemantapan program tahun 2011, usulan
program tahun 2012, inventarisasi proyek masuk desa tahun 2010
dan inventarisasi swadaya masyarakat tahun 2012.

2) Unsur pimpinan rapat dan narasumber
(a) Pemimpinrapat : Faizin, S Sos dari Desa
(b) Sekretaris/Notulen : Purwanto dari Desa
{¢) Narasumber : Drs. B Ginting dari Kecamatan

Ir. Husin, S dari LPMD Desa
Suyamto dari Ekobang Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau

topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa/Kelurahan

menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi
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1) Pemantapan program tahun 2011

2) Usulan program tahun 2012

3) Inventarisasi proyek masuk desa 2010

4) Inventarisasi swadaya masyarakat tahun 2010

pemungutan

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan

suara/voting.

Adapun  hasil-hasil

Musrenbang

Desa/Kelurahan tahun 2010 di atas, dapat dijabarkan lebih lanjut

sebagai berikut :

Tabel 3.1. Pemantapan Proyek Tahun 2011

No Bidang/K egiatan Lokasi Vol Perkiraan | Sumber | Sasaran/
Biaya Biaya Manfaat
A Bidang Pekerjaan Umum
1 Conblok Jin. Tembus Kabupaten Kwarasan 400 m 16,000,000 Sawadaya Kelancaran
APBD Kab | transportasi
2 Jln. Tembus bolak jati Kwarasan 1,250 m 500,600,000 Sawadaya Kelancaran
APBD Kab | transportasi
3 Conblok Jin, Tembus Kabupaten | Nogosaren | 700m 30,000,000 Swadaya Kelancaran
APBD Kab | transportasi
4 Jembatan Noegozaren L5x6m | 10,000,000 Swadaya Kelancaran
APBD Kab | transportasi
5 Il Lingkar Cambahan | 400m £0,0600,000 Swadaya Kelancaran
APBDKab | transportasi |
6 Jalan tembus Mancasan 3x400m | 240,000,000 Swadaya Kclancaran
APBDKab | transportasi
B Bidang Pengairan
1 Talud tebing sungai bedog Cambzhan | 300m APBDKab | Penahan
APBD Prov | tanah
2 Tatud tebing sungai bedog Sawahan 400 m APRDEKab | Penahan
APBD Prov | tanah
3 Talud itigasi Ngabean + Kradean 200m 12,000,000 Swadaya + | Penahan
APBD Kab | tanah
4 Talud irigasi Bara Penahan
Nogosaren | 200 m APBDes Tanah
5 Keduk walet Ringroad
Suzuki 300m Swadaya Kelancaran
air
C Bidang Pemukiman
1 Drainase Mlangi 150m 9,000,000 APBD Kesehatan
Swadaya
2 Drainase Masjid Mlangi 200 m 12,000,000 APBD Keschatan
Swadaya
3 Drainase JI. Ngabean | 500m 30,000,000 APBDKab | Keschatan
APRD Prov
4 SPAH Cambahan 500m 30,000,000 BKM
Swadaya Keschatan
5 Gedung Pertemuan Dew APBDes
APBD Kab | Pertemuan
6 Gedung TK-Pindah Desa APBDes
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D Bidang Lingkungan Hidup
1 Jamban keluarga Ponowaren | 14 unit 21,000,000 BKM Keschatan
Swadaya
2 Jamban keluarpa Karang 10 unit 15,000,000 BKM Kesehatan
Tengah Swadaya
3 Semur gali Sawahan 30 unit 15,000,000 BKM
Swadava Keschatan

Sumber : Hasil Musrenbang Desa/K elurahan Nogotirto, 2010

Tabel 3.1. menunjukkan bahwa hasil pemantapan proyek

pembangunan Desa Nogotirto tahun 2011 selalu memperlihatkan

adanya partisipasi

masyarakat

Desa

dalam

setiap program

pembangunan desa, yang diwujudkan dalam bentuk swadaya warga

desa. Disini terlihat bahwa pemerintah lebih berperan sebagai

stimulator program-program pembangunan yang berbasis pada

kebutuhan infrastruktur desa guna mendorong percepatan pertumbuhan

perekonomian dan derajat kehidupan masyarakat Desa Nogotirto.

Tabel 3.2. Inventarisasi Proyek Masuk Desa Tahun 2011

No Bidang/Kegiatan Lokasi Vol | Perkiraan Sumber Sasaran
Biaya Biaya /Manfaat
A | Lingkungan
1 | Penetrasi jalan /aspal Perum NGT 1V 2000 Kimpraswi | Kelancaran
I transportasi
2 | Pembangunan jalan tembus JL. RT 02 RW 10 |8m | 15,000,000 | Swadaya Meningkatkan
Mojo dengan J1. Masjid Karang Tengah Masyaraka | hubungan antar 2
Darussalam Karang Tengah /Utara Masjid t wilayah Nogotirto
dan Tribanggo
3 | Rebah pager dan pemanfaatan Pono 200 " 2,000,000 | Swadaya Tertata
% .
sampah waten 100.00 linglumgan
0
4 | Pembuatan lapangan badminton | Pono .
waren lunit | 2500000 [Pemuda | Pemuda
5 | Pembangunan brak makam Pono 4x4 10,600,000 | Swadaya Tempat istirahat
waren setelah kerja bakti
warga
dimakamkan
6 | Pemeliharaan jalan RT02RW 10 150m | 4,000,000 | Swadaya Memperlancar
Jalan Tembus masyarakat | lalu lintas
Kab
7 | Conblok jalan RW 23 400m | 8.000,000 | Swadaya Umum
murni
8 RW 22 6x5 8,000,000 | Swadaya Umum

Pembuatan gudang

mmanl




Tabel 3.2, menunjukkan bahwa sebagian besar inventarisasi

proyek masuk desa tahun 2011 melibatkan swadaya masyarakat desa.

Int menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Desa Nogotirto sudah tumbuh cukup baik.

Tabel 3.3. Evaluasi Proyek Pembangunan Desa Nogotirto Tahun

2010

No Bidang/K egiatan Lokasi Vol Swadaya | Pelaksana

A Bidang Pekerjaan Umum

1 Conblok Guyangan | 200m | 8,000,000 KKLPMD

2 Conblok makam Kajor 125m | 5,000,000 KKLPFMD

3 Conblok Kenteng 200m | 8,000,000 KKLPMD

4 JIn tembus bulak jati Kwarasan | 1250 m | 500,000,000 | KKLPMD

5 Talud Niten —J1. | 250 m | 15,000,000 | KKLPMD
Mojo

6 J1. Tembus Cungkuk | 200 x 3 | 120,000,000 | KKLPMD
—Perum m
Regensi

7 Talud Jl. 500m | 30,000,000 | KKLPMD
Sulawesi

8 Talud Kaingan 650m | 39,000,000 { KKLPMD

9 Penetrasi Jalan Milangi 1650 m | 36,000,000 | KKLPMD

10 | Taman Bacaan Masyarakat Sawahan 1 paket | 3,000,000 KKLPMD

11 J1. Tembus Kenteng 450 m | 270,000,000 } KKLPMD

12 | Conblok Kramatan | 750m | 30,000,000 | KKLPMD

13 | Conblok Karang 500m | 20,000,000 | KKLPMD
Tengah
RT 01

B Bidang Pengairan

1 Talud tebing sungai bedog Cambahan | 300 m BP3BA

2 Talud tebing sungai bedog Sawahan | 400m BP3BA

3 Talud tebing sungai bedog Mlangi 400 m BP3BA

4 Kedok walet Ringroad | 300m | 2,500,000 KKLPMD
Suzuki

5 Talud irigasi Utara 200m | 12,000,000 | KKLPMD
salakan

C Bidang Pemukiman

1 Drainase Kwarasan | 150m | 9,000,000 KXI1.PMD

2 Drainase Mlangi 150 m | 9,000,000 KKLPMD

3 Drainase Miangi 200m | 12,000,600 | KKLPMD
Masjid

4 Drainase JI. Godean | 500 m Kimpraswilhu

5 Gedung Pertemuan Desa LPMD

Tabel 3.3. juga menunjukkan bahwa evaluasi proyek Desa
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b.

dalam sumber pembiayaan proyek. Kondisi ini menunjukkan partisipasi
masyarakat dalam program pembangunan desa sudah tumbuh dengan
baik.

Menggali permasalahan, kendala dan kebutuhan masyarakat desa
terkait dengan kendisi riil masyarakat desa

Sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber dalam
wawancara penelitian dapat dijelaskan bahwa di setiap perencanaan
pasti akan muncul masalah-masalah kecil seperti didalam kepanitiaan
perencanaan pembangunan, dan di situ tugas aparatur desa Nogotirto
yang akan selalu mendampingi dan ikut melakukan monitoring jalannya
program perencanaan pembangunan desa, salah satunya seperti
membuat dokumentasi hasil kegiatan yang akan menjadi bahan evaluasi
melalui rapat-rapat musyawarah desa.*

Sigit Bawono, salah seorang warga yang dimintai pendapatnya
oleh penulis terkait dengan penyerapan aspirasi warga sebagai
rangkaian perumusan rencana pembangunan desa mengutarakan
pendapatnya sebagai berikut :

Dalam setiap kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan, warga

selalu dimintai pandangan dan pendapatnya tentang berbagai

persoalan, kebutuhan dan harapan warga desa sebagai bahan
merumuskan rencana program pembangunan desa yang akan
dilaksanakan. Tentu kami menyambut positif upaya tersebut,
dan harapannya rencana program pembangunan benar-benar
dapat diwujudkan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat desa
dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan wilayah desa

pada umumnya. Dengan mengetahui berbagai rencana program
pembangunan tersebut, tentu sebagai warga akan sangat antusias
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mendukung dan berpartisipasi aktif mensukseskan program-

program pembangunan desa yang telah disepakati oleh warga

bersama pemerintahan desa

Upaya untuk menggali permasalahan, kendala dan kebutuhan
masyarakat desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan
dilakukan melalui forum Musrenbang desa/kelurahan. Forum ini
banyak mengkaji berbagai persoalan, kebutuhan dan harapan warga
masyarakat dalam kaitannya dengan perencanae‘m program
pembangunan desa. Tujuannya tidak lain agar program-program
pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan riil
masyarakat. Sehingga masyarakat desa merasa diperhatikan oleh
pemerintah desa. Kondisi ini sangat penting untuk menumbuhkan
partisipasi masyarakat dalam berbagai program dan kebijakan
pemerintah terkait dengan pembangunan desa. Perencanaan program
pembangunan desa dalam era otonomi daerah seperti saat ini lebth
diarahkan pada skema botfom up, yaitu kerangka rencana program
pembangunan diramuskan berdasarkan kebutuhan, harapan sekaligus
sebagai solusi dari permasalahan yang dialami oleh masyarakat desa
untuk meningkatkan derajat kehidupan yang lebih sejahtera, adil dan
makmur.

Aparatur desa sebagai motivator dalam menumbuhkan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dituntut

kemampuannya untuk dapat menggali berbagai persoalan, keinginan
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dan harapan masyarakat desa. Oleh sebab itu, perlu dibangun suasana
kebersamaan dan kegotongroyongan antar sesama warga dan antara
warga dengan pemerintahan desa sebagai prasyarat tmbuhnya
partisipasi aktif masyarakat untuk mengimplementasikan berbagai
rencana program pembangunan sehingga fujuan pembangunan itu
sendiri dapat terwujud.

Kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam menjalankan
perannya sebagai motivator pembangunan tentu tidak lepas dan
karakteristik diri yang melekat pada setiap aparatur desa. Disini setiap
aparatur desa dituntut kemampuannya dalam membangun suasana
kondusif dan hubungan yang harmonis dengan warga desa
Menjalin komunikasi dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama
dan tokoh pemuda guna memperoleh gambaran/kondisi
masyarakat desa saat ini,

Komunikasi antar tokoch masyarakat, tokoh agama, tokoh

pemuda, tentang kondisi masyarakat desa saat ini berjalan dengan baik

dan masyarakat khususnya Desa Nogotirto sangat baik dalam membina
silarurahmi antar segenap komponen masyarakat desa, seperti yang
terlihat dalam kegiatan musyawarah desa yang berlangsung dalam
suasana penuh keakraban, kekeluargaan dan kebersamaan dan saling
mendukung antar warga desa dengan tujuan yang sama yaitu untuk

memajukan Desa Nogotirto menjadi lebih sejahtera, adil dan makmur >
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Pemyataan di atas juga didukung oleh pendapat yang diutarakan
satah seorang warga, Sigit Bawono seperti yang dikutip di bawah ini.
Hubungan dan komunikasi antar warga desa kami, dan juga
dengan perangkat pemerintahan desa dapat berjalan dengan
baik. Selama ini belum ada permasalahan besar yang dapat
mengganggu ketentraman dan merusak hubungan kami dengan
pemerintahan desa. Kondisi ini tentu mendukung bagi
kelancaran program pembangunan desa untuk meningkatkan
taraf hidup dan memajukan wilayah desa kami. Segala persoalan
vang menyangkut kepentingan bersama warga, akan
dimusyawarahkan secara bersama-sama melalui forum
Musrenbang untuk dicarikan solusi terbaik. Inilah yang menjadi
modal utama bagi kelancaran program pembangunan desa **
Kondisi lingkungan desa yang kondusif dan dibangun atas
semangat kekeluargaan/kebersamaan menjadi prasyarat penting dalam
mendukung kelancaran dan keberhasilan berbagai program
pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa lebih diarahkan
pada upaya memberdayakan masyarakat desa, sehingga masyarakat
merasa bahwa program pembangunan desa ditujukan untuk memajukan
taraf hidup dan kemajuan wilayah desa di masa mendatang. Munculnya
persamaan persepsi pada diri masyarakat desa akan menumbuhkan
partisipasi aktif masyarakat desa dalam program dan kebijakan

pembangunan desa.
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d. Aparatur pemerintahan desa terjun langsung ke lapangar guna

mengetahui secara detail mengenai harapan dan keinginan
masyarakat desa dalam memajukan desa

Selain melalui kegiatan Musrenbag dalam rangka menggali
berbagai persoalan, kebgmlwn, harapan dan keinginan masyarakat desa
dalam memajukan desanya, aparatur tiesa diharapkan dapat meluangkan
waktu untuk terjun langsung ke lapangan guna mengetahui kondisi il
di masyarakat. Langkah ini dapat dikatakan efektif dalam
menumbuhkan motivasi warga desa untuk berpartisipasi dalam
perencanaan pembangunan. Sebab, upaya terjun langsung ke lapangan
dapat menjadi bukti nyata bahwa aparatur pemerintahan desa menaruh
perhatian besar dan memiliki sensitifitas yang tinggi terhadap kondisi
riil masyarakat desa. Apabila masyarakat desa merasa diperhatikan
akan nasib kehidupannya saat ini, maka dapat dengan mudah mereka
termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa
Manfaat lain dari upaya terjun langsung ke lapangan oleh aparatur desa
adalah terbangunnya suasana kedekatan dan kebersamaan antara
aparatur pemerintahan desa dengan warga desa. Kondisi ini menjadi
prasyarat penting dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan
berbagai program pembangunan desa.

Sama seperti halnya pada aspek peran aparatur pemerintahan

desa sebagai motivator pembangunan yang telah dikemukakan di atas,
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untuk mengetahni kondisi riil masyarakat juga dipengaruhi oleh
karakteristik individu yang melekat pada setiap aparatur pemerintahan
desa, seperti : tingkat pendidikan, pelatihan, motivasi kerja, pengalaman
serta kemampuan kerja. Fakta ini juga didukung oleh pengakuan salah
seorang warga seperti yang dikutip berikut ini.

Ya .....benar mas, kami cukup bangga dengan memiliki aparatur
desa yang peka dan berkenan terjun langsung ke lapangan untuk
melihat kondisi riil permasalahan dan kebutuhan warga desa
terkait dengan kepentingan bersama warga. Ini menunjukkan
keseriusan aparatur desa dalam memberikan pelayanan dan
pengayoman kepada warga desa. Langkah ini tentu mampu
mempererat hubungan dan komunikasi yang baik antara warga
dengan aparatur pemerintahan desa, yang tentu akan mendorong
tumbuhnya partisipasi warga desa dalam pembangunan desa.
Sebab, warga juga menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh
pemerintah desa demi untuk memajukan taraf hidup warga desa
dan wilayah desa agar tidak tertinggal dengan desa lain. Sekali
lagi, kami cukup berterima kasih kepada aparatur pemerintahan
desa yang tidak segan-segan turun langsung ke lapangan melihat
kondisi riil warga.”

Namun, berbagai keterbatasan karakteristik diri yang dialami
oleh sebagian besar aparatur pemerintahan desa dapat diatasi dengan
cara membangun suasana kebersamaan dan kegotongroyoaan yang
dilandasi atas semangat pengabdian untuk memajukan wilayah desa dan
meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat Desa Nogotirto.

¢. Menggali berbagai potensi sumberdaya lokal yang dapat
digunakan sebagai modal dalam melaksanakan pembangunan desa
Pada aspek ini, potensi lokal yang dikembangkan di Desa

Nogotirto terdiri dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
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Sumber daya lokal menjadi tolok ukur pembangunan yang ada di Desa
Nogotirto, bahwa dengan memberdayakan sumberdaya lokal menjadi
modal utama desa untuk memajukan perekonomian dan pembangunan
desa™’

Berbagai potensi sumberdaya lokal yang ada wilayah desa kami,

baik sumberdaya manusia maupun potensi sumberdaya alam

lokal telah diinventarisasi secara bersama-sama dalam forum

Musrenbang Desa/Kelurahan. Selanjutnya, hasil inventarisasi

berbagai potensi lokal akan dimanfaatkan seoptimal mungkin

guna mendukung percepatan pembangunan desa kami,*®

Sama halnya seperti pada aspek-aspek sebelumnya, penggalian
berbagai potensi sumberdaya lokal sebagai modal pembangunan desa
yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat lokal, juga memerlukan
iklim kondusif vyang ditandai dengan terbanguﬁnya suasana
kebersamaan dan kekeluargaan antar segenap komponen masyarakat
desa. Oleh sebab itu, diperlukan komunikasi dialogis dua arah antara
aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa guna membangun
persamaan persepsi untuk memajukan desanya

Ditengah kondisi keterbatasan kemampuan sumberdaya aparatur

pemerintahan desa dalam menjalankan perannya sebagai motivator
pembangunan dan minimnya perhatian pemerintah pusat dan daerah
terhadap pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa tetap mampu
membangun iklim yang kondusif bagi kelancaran program

pembangunan desa khusnsnya dalam menumbuhkan partisipasi aktif

7 Hasil wawancara dengan Bapak Suyanto, Kaur Pembangunan Desa Nogotirto, 23 Oktober 2010



masyarakat desa dalam pembangunan. Ini tidak terlepas dari suasana
kebersamaan, kekeluargaan dan semangat pengabdian yang melekat
pada setiap komponen masyarakat desa untuk bersama-sama
memajukan dan mensejahterakan Desa Nogotirto.
2. Mendorong masyarakat supaya mau mengidentifikasi dan menjaring
permasalahan dan kebutuhan pembangunan masyarakat desa
Peran aparatur pemerintahan desa sebagai motivator pembangunan
dalam mendorong masyarakat supaya mau mengidentifikasi dan menjaring
permasalahan dan kebutuhan pembangunan masyarakat desa dilakukan
dengan cara :
a. Menggiatkan musyawarah dusun dan RT/RW
Kegiatan ini biasanya dilaksanakan bersamaan dengan agenda
kegiatan penyuluhan dan sosialisasi melalui forum musrenbang
desa’kelurahan. Masyarakat Desa Nogotirto secara rutin mengadakan
kegiatan musyawarah desa yang dilakukan setiap bulan dengan
melibatkan aparatur pemerintazhan desa dan segenap komponen
masyarakat desa. Kegiatan ini biasanya digunakan untuk membahas
perkembangan dan pembangunan desa sekaligus untuk mengetahui
kondisi terkini masyarakat desa dengan berbagai kompleksitas masalah
yang dihadapi guna dicarikan solusi terbaik secara bersama-sama **
Ya ..memang benar mas, kegiatan musyawarah dusun rutin
dilaksanakan sebulan sekali atan misalnya ada agenda tertentu

yang membutuhkan keterlibatan warga akan dibicarakan dalam
forum tersebut. Pada kesempatan tersebut, warga bersama-sama
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dengan aparatur pemerintahan desa akan membahas berbagai
persoalan, kebutuhan dan kondisi yang dihadapi warga saat ini.
Selain itu, forum tersebut juga sebagai media silaturahmi untuk
mempererat kerukunan dan keharmonisan hubungan antar warga
yang sangat penting dalam mewujudkan iklim kondusif bagi
kelancaran program pembangunan desa.®
Kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai media silaturahmi guna
meningkatkan kerukunan dan kebersamaan antar warga desa dalam
rangka menciptakan iklim yang kondusif bagi kelancaran berbagai
program pembangunan dan kebijakan pemerintah dalam memajukan
dan mensejahterakan masyarakat Desa Nogotirto. Melalui forum
musrenbang desa/kelurahan ini, aspirasi dan harapan masyarakat desa
terhadap aparatur pemerintahan desa dan pemerintahan yang lebih
tinggi dapat diketahui secara riil sebagai bahan rekomendasi dalam
merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan desa. Model
penyerapan aspirasi masyarakat desa secara botfom-up ini cukup efektif
sebagai salah satu cara mendorong tumbuhnya partisipasi aktif
masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
Berbagat persoalan yang sebelumnya tidak diketahui secara bersama,
dalam forum musrenbang berbagai persoalan tersebut dapat dicarikan
jalan keluar secara bersama-sama. Sehingga menumbuhkan persamaan
persepsi dan pandangan antar segenap komponen masyarakat desa dan

aparatur pemerintahan desa dalam merumuskan berbagai program

pembangunan desa.
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b. Melibatkan peran serta pengurus RT/RW dan duknh guna
menumbuhkan partisipasi warga di masing-masing RT dan
pedukuhan

Peran pengurus RT/RW dan pedukuhan sangat sentral dalam
upaya menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat desa dalam
peren;:anaan pembangunan. Pengurus RT sebagai unit pemerintahan
terkecil di tingkat masyarakat dan berhubungan secara langsung dengan
warganya tentu menjadikan pengurus RT sebagai pibak yang paling
mengetahui secara riil kondisi, permasalahan, kebutuhan dan harapan
masyarakat desa. Segala bentuk urusan administrasi pemerintahan
termasuk juga didalamnya perencanaan pembangunan tidak bisa
dilepaskan dari peran dan keberadaan pengurus RT/RW. Oleh sebab itu,
pengurus RT sebagai unit pemerintahan yang paling bawah merupakan
titik awal dalam merumuskan rencana program pembangunan desa.
Didalam keterlibatan RT/RW dan Dukuh mereka menjadi petugas yang
selalu men-support dan mendorong masyarakat untuk pembangunan
desa dan RT/RW serta dukuh ikut memonitoring semua kegiatan yang
dilakukan oleh warga.*!

Ditengah kondisi beban tugas dan tuntutan warga yang semakin
kritis, semangat pengabdian pengurus RT dalam bekerja untuk
masyarakat tentu layak mendapat apresiasi. Sebab, mereka bekerja

secara sosial berdasarkan atas prinsip pengabdian. Mereka tidak
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mendapatkan tunjangan kesejahteraan apapun ditengah beban kerja dan
tuntutan warga yang semakin kritis dan kompleks. Oleh sebab itu,
secbagai warga masyarakat pertu dapat memahami keterbatasan
kemampuan peran pengurus RT sebagai motivator pembangunan, baik
dari segi tingkat pendidikan yang terbatas, pelatihan manajemen
pemerintahan dan pelayanan administrasi publik yang minim atau
babhkan tidak pemah sama sekali, motivasi kerja yang semata-maia
didasarkan atas prinsip pengabdian dan kerja sosial, serta keterbatasan
pengalaman kerja pengurus RT, tentu di satu sisi menjadikan peran
mereka sebagai motivator pembangunan tidak dapat terlaksana secara
optimal. Namun, berbagai keterbatasan kemampuan diri pengurus RT
dapat diatast dengan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan
sehingga beban tugas pengurus RT dapat dipikul secara bersama-sama
guna memajukan dan meningkatkan derajat kehidupan warga.

Menjalin komunikasi dan menumbuhkan suasana keakraban
antara pengurus RT, pedukuhan sampai aparatur pemerintah desa
dengan masyarakat desa.

Komunikasi dan terbangunnya suasana keakraban antara segenap
komponen masyarakat menjadi kunci awal dalam menciptakan iklim
kondusif bagi kelancaran program dan kegiatan pembangunan desa.
Dengan adanya komunikasi dialogis antar segenap komponen

masyarakat, dapat terbentuk persamaan persepsi, pandangan serta misi
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meningkatkan derajat kehidupan warga desa Dari RT/RW, pedukuhan
sampai aparatur pemerintahan desa akan men-support, jika warga ingin
menjadikan desa yang maju dan mandiri maka mereka harus bisa
bergotong royong dan bekerja sama untuk memajukan desa mereka
sendiri. Kondisi demikian juga diperlukan untuk mengatasi berbagai
keterbatasan kemampuan diri aparatur pemerintah dalam menjalankan
perannya sebagai motivator pembangunan, baik dari aspek keterbatasan
tingkat pendidikan, pelatihan, motivasi kerja serta pengalaman yang
dimiliki oleh setiap aparatur pemerintahan desa. Dengan semangat
kebersamaan yang diawali dengan terbangunnya komunikasi dialogis
antar segenap komponen masyarakat, maka semua kendala tersebut
tidak menjadi persoalan dan hambatan serius dalam kelancaran program
pembangunan desa. *?

Semangat kebersamaan dan kerukunan antar warga Desa

Nogotirto yang terbina selama ini menjadi bukti bahwa

komunikasi dan suasana keakraban warga desa terjalin dengan

baik. Kondisi ini tentu menjadi prasyarat penting a

mendukung kelancaran berbagai program pembangunan desa.”?
Menggalakkan berbagai kegiatan kemasyarakatan sechingga
masyarakat memiliki kesadaran bahwa sosialisasi dengan
lingkungan sekitar merupakan kebutuhan setiap warga sebagai
anggota masyarakat

Keikutsertaan setiap anggota masyarakat dalam berbagai kegiatan

sosial dan lingkungan merupakan bentuk sosialisasi setiap anggota

2 Hasil wawancara dengan Bapak Suyanto, Kaur Pembangtman Desa Nogotirto, 23 Oktober 2010
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warga masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka. Sebagai
makhluk sosial, setiap anggota masyarakat tidak dapat hidup secara
terpisah dan menyendiri dari lingkungan sekitar. Sebab, setiap anggota
masyarakat tentu saling membutuhkan satu sama lain. Sosialisasi antar
warga masyarakat diperlukan untuk membangun suasana kebersamaan,
kegotongroyongan dan kerukunan antar warga masyarakat. Kondisi ini
menjadi prasyarat bagi terciptanya iklim kondusif dalam menunjang
kelancaran program pembangunan desa. Penggalakan berbagai kegiatan
sosialisasi dilakukan oleh masyarakat Desa Nogotirto sendiri. Sebab,
pada hakekatnya pembangunan desa berasal dari kebutuban,
keinginan/harapan masyarakat desa dan hasilnya akan kembali
dirasakan oleh masyarakat Desa Nogotirto itu sendiri. Oleh sebab itu,
partisipasi aktif setiap warga desa menjadi bal yang mutlak dalam
mewujudkan tujuan pembangunan desa. Meskipun ditengah kondisi
keterbatasan  sumberdaya aparatur desa sebagai motivator
pembangunan, namun partisipasi aktif masyarakat Desa Nogotirto
dalam perencanaan pembangunan tetap dapat diwujudkan dengan baik
didasarkan atas semangat kebersamaan dan kekeluargaan untuk secara
bersama-sama memajukan wilayah desa dan mensejahterakan
masyarakat Desa Nogotirto.

Pernyataan di atas juga dipertegas oleh salah seorang warga yang
mengatakannya sebagai berikut.

Sebagian besar warga kami dapat dxkatakan cukup aktif dalam
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mengikuti musyawarah desa, kerja bakti, kegiatan sosial lain yang

banyak digalakkan di wilayah desa. Ini dimaksudkan untuk

mempererat hubungan dan kerukunan antar warga sehingga
terba??.m semangat kebersamaan dan kekeluargaan antar warga
desa.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa sebagian besar warga Desa
Nogotirto dapat dikatakan cukup aktif dalam mengikuti berbagai
kegiatan sosial kemasyarakatan yang ada di wilayah desa yang
dimaksudkan untuk mempererat tali silaturahmi dan membangun
semangat kerukunan, kebersamaan dan kekeluargaan antar warga desa.

3. Mendorong masyarakat supaya terlibat aktif dalam tahap
penyusunan rencana pembangunan desa
Usaha mendorong masyarakat supaya terlibat aktif dalam tahap
penyusunan rencana pembangunan desa dilakukan dengan cara :

a. Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat desa tentang
rencana program dan kegiatan pembangunan desa yang akan
dilaksanakan

Masyarakat Desa Nogotirto mempunyai cara agar warga desa
menerima informast dengan tepat sasaran dengan menggunakan
musyawarah desa yang dilaksanakan setiap sebulan sekali dengan
melibatkan seluruh aparatur pemerintahan desa dan tokoh masyarakat.

Forum musrenbang desa/kelurahan menjadi media yang paling efektif

untuk mensosialisasikan rencana program pembangunan dan sekaligus
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program pembangunan menjadi tahap awal dalam tahapan pelaksanaan
program pembangunan desa. Tujuannya adalah masyarakat desa
sebagai obyek dan subyek pembangunan mengetahui kesesuaian
program-program  pembangunan tersebut dengan  kebutuhan,
permasalahan dan harapan masyarakat desa. Harapannya setelah
sosialisasi rencana program pembangunan tersebut, partisipasi aktif
masyarakat dapat tnmbuh dengan sendirinya.*’
Ya ... saya berani menegaskan bahwa sebagian besar warga desa
di sini terlibat aktif dalam perumusan rencana program
pembangunan desa. Kondisi ini terlihat dari antusiasme warga
desa dalam mengikuti forum Musrenbang dan berbagai pertemuan
warga yang biasanya dikemas secara bersamaan dalam kegiatan
sosial kemasyarakatan. Warga juga menyadari bahwa rencana
program pembangunan desa tersebut pada hakekatnya akan
memberikan manfaat kemajuan wilayah desa dan mentngkatkan
taraf hidup warga. Sehingga mereka cukup antusias berpart131pa31
dalam perumusan rencana program pembangunan desa. 46
Meskipun aparatur pemerintahan desa dihadapkan pada kondisi
keterbatasan kemampuannya dalam menjalankan peran sebagai
motivator pembangunan, yang disebabkan oleh keterbatasan tingkat
pendidikan, pelatihan, motivasi kerja dan pengalaman kerja
sebagaimana yang diungkapkan di atas, namun kegiatan sosialisasi
rencana program pembangunan tersebut tetap dapat terlaksana dan

masyarakat juga cukup antusias dalam merespons rencana program

pembangunan desa. Kondisi ini dapat terwujud disebabkan oleh

5 Hasil wawancara dengan Bapak Suyanto Kaur Pembanglman Desa Nogotirto, 23 Oktober 2010
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semangat kebersamaan dan kekeluarpaan serta persamaan persepsi

segenap komponen masyarakat desa untuk memajukan wilayahnya.

. Membuka berbagai saluran komunikasi guna menjaring ide,

gagasan dan saran masyarakat desa guna merumuskan rencana
program dan kegiatan pembangunan desa

Komunikasi menjadi kata kunci pertama untuk mewujudkan
hubungan yang harmonis antar segenap komponen masyarakat dan
aparatur pemerintahan desa. Oleh sebab itu, berbagai saluran
komunikasi harus dibuka secara lebar. Berbagai persoalan, kebutuhan
dan harapan masyarakat desa tentu dapat dicarikan jalan keluar terbaik
apabila terwujud kelancaran saluran komunikasi yang ada. Komunikasi
yang terjalin dengan baik dalam setiap pertemuan dan musyawarah desa
ditandai dengan keterlibatan aparatur desa dalam menyediakan saluran
komunikasi secara terbuka bagi setiap warga. Komunikasi yang terjalin
antar komponen masyarakat dan aparatur desa sampai saat ini dapat
terbangun dengan baik, sehingga mampu menciptakan iklim kondusif
dalam rangka mendukung kelancaran program pembangunan di Desa
Nogotirto.*?

Terwujudnya komunikasi dialogis ini tentu dapat mengatasi
berbagai keterbatasan dan hambatan yang dialami oleh aparatur
pemerintahan desa dalam menjalankan perannya sebagai motivator

pembangunan, baik dari aspek tingkat pendidikan, pelatihan, motivasi
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kerja dan pengalaman kerja. Inilah yang menjadi alasan pentingnya
saluran komunikasi dalam mewujudkan iklim kondusif bagi kelancaran
program pembangunan desa,

Berbagai saluran komunikasi terbuka lebar seperti misalnya
dalam kegiatan forum Musrenbang Desa/Kelurahan, kegiatan
sosial kemasyarakatan dan berbagai kesempatan non formal lain
untuk membangun hubungan dan komunikasi yang baik antara
warga desa dan aparatur pemerintahan desa. Kondisi ini sangat
mendukung bagi kelancaran program pembangunan dan efektif
dalam merangsang partisipasi aktif warga desa dalam
pembangunan desa di wilayah kami.*®

¢. Melibatkan berbagai komponen warga dalam setiap pelaksanaan

kegiatan desa

Keterlibatan komponen warga dalam setiap pelaksanaan kegiatan
desa merupakan wujud nyata dari partisipasi warga desa dalam
pembangunan desa. Keterlibatan warga desa dapat terbangun apabila
tumbuh kesadaran dalam diri setiap warga desa bahwa program
pembangunan desa ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan
warga desa itu sendiri. Oleh sebab itu, rencana program pembangunan
desa harus benar-benar sesuai dengan aspirasi, kondisi dan kebutuhan
riil masyarakat desa. Melalui forum musrenbang desa/kelurahan dapat
dihasilkan rencana program pembangunan desa yang sudah disepakati
oleh seluruh warga desa. Sehingga menjadi kewajiban dan tanggung
jawab bersama untuk merealisasikan rencana program pembangunan

desa tersebut. Peran aparatur pemerintahan desa sebagai motivator

pembangunan lebih menempatkan posisinya sebagai fasilitator dan
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menjalankan  fungsi pengawasan terhadap realisasi program
pembangunan desa.*

. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam setiap
urusan administrasi dan birokrasi pemerintahan desa

Usaha ini dimaksudkan untuk membangun persepsi masyarakat
desa bahwa aparatur pemerintahan desa benar-benar memperhatikan
dan mengayomi warga desa. Aparatur pemerintahan desa sangat
antusias dan cukup sensitif terhadap kebutuhan dan harapan warga desa.
Hal ini diwujudkan dalam bentuk pemberian pelayanan masyarakat
secara prima dan berorientasi pada terwujudnya kepuasan masyarakat
desa dalam pelayanan administrasi pemerintahan desa. Aparatur
pemerintahan desa dan masyarakat desa saling menyadari akan fungsi
dan kedudukannya masing-masing.

Di satu sisi masyarakat tidak bisa membuat kegiatan atau program
pembangunan tanpa keterlibatan aparatur pemerintahan desa, dan pada
sisi yang lain, aparatur desa juga tidak akan mengimplementasikan
berbagai program pembangunan tanpa keterlibatan warga desa. Sebab,
masyarakat desa memiliki posisi sebagai subyek dan sekaligus obyek
pembangunan desa. Jadi terbangun semangat saling membutuhkan dan
kebersamaan, sehingga segala bentuk kegiatan pembangunan
memerlukan keterlibatan aktif kedua belah pihak. Semangat

kebersamaan ini juga menjadi modal penting dalam mengatasi
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keterbatsan sumberdaya aparatur desa dalam menjalankan perannya
sebagai motivator pembangunan yang diakibatkan dari keterbatasan
tingkat pendidikan, pelatihan, motivasi dan pengalaman kerja. Jadi,
disinilah hal terpenting yang diperlukan dalam merumuskan program
pembangunan desa adalah terciptanya komunikasi dialogis dalam
mewujudkan hubungan yang harmonis antar komponen masyarakat
desa dan aparatur desa, sehingga tercipta lingkungan kondusif guna
menunjang kelancaran program pembangunan.
Ya ..benar mas, selama ini kami sebagai warga merasa
mendapatkan kemudahan dalam pelayanan administrasi seperti
pengurusan KTP/KK, surat-surat penting yang berkaitan dengan
administrasi warga negara serta menyalurkan aspirasi kami
kepada pemerintahan desa. Ini tentu menjadi iklim positif dalam
membangun hubungan dan semangat kebersamaan antara warga
dan aparatur pemerintahan desa.”
Salah satu wujud pelayanan yang berpihak pada kepentingan
warga desa seperti yang dikutip di bawah ini :
Data warga yang membuat KTP dalam priode 1 maret — 31
Desember 2010 ada 3037 warga dan dipriode 1 Januari 2011 - 30
Desember 2011 ada 3503 warga yang membuat KTPjumlah
penduduk 16000 terbagi dalam 8 pedukuhan Ada program dalam
pembuatan KTP untuk keluarga yang tidak mampu akan di gratis
kan jika melampirkan keterangan dari RT sampai dukuh,termasuk
pembuatan kartu keluarga dan itu pragaram dari kabupaten
sampai ke desa.”’
Kutipan di atas menunjukkan bahwa warga merasakan adanya

pelayanan yang prima oleh aparatur pemerintahan desa terkait dengan

urusan birokrasi pemerintahan dan kependudukan warga desa, seperti

*% Hasil wawancara dengan Slglt Bawono salah seorang warga Desa Nogotirto, 25 Oktober 2010.
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pengurusan KTP/KK, atau berbagat urusan administrasi kependudukan
yang melibatkan birokrasi pelayanan pemerintahan desa. Kondisi ini
tentu menjadi media efektif dalam menumbuhkan hubungan harmonis
dan merangsang partisipasi aktif warga desa dalam pembangunan desa.
Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Bapak Faizin,
S.Sos, selaku Lurah Desa Nogotirto, seperti yang dikutip berikut ini.

Ya kami sebagai aparatur desa sudah seharus nya memotivator
dan mendorong masyarakat atau bisa di bilang kami selalu
mendampingi warga untuk memajukan daerah nya sendiri
menjadi desa sejahtera dan aman makmur,dan itu pasti menurut
structural yang ada. Seperti itu tugas kami sebagai aparatur desa
yang melayani warga kami akan sebaik mungkin untuk melayani
semua kebutuhan warga dan membuat warga menjadi nyaman
dan bisa menjadi desa yang mandiri,dengan itu kami dari pihak
kelurahan akan melakukan banyak kegiatan dan mendorong
warga bisa beroraganisasi agar bisa membangundesanya sendiri
yang akan nanti nya dalam pengawasan kami ,dan itu banyak
bidang seperti pertanian,peternakan dan masih banyak lagi.
Karena dengan di bidang itu yang ada potensi-potensi dan
swadaya masyarakat local yang akan kami gali karena swadaya
local juga bisa buat modal dalam melaksanakan pembangunan
desa, dengan itu masyarakat bisa memajukan desa dengan
kekayaan yang ada di desa nya sendiri . Dengan itu keterlibatan
antar tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, juga sangat
penting karna semua juga berpengaruh dalam pembangunan
desa,dan jika ada permasalahan yang ada akan selalu di
musyawarah kan secara baik dan diambil solusi nya bagai mana
permasalah itu bisa menjadi motivator mercka (warga). supaya
bisa mengidentifikasi dan menjaring permasalahan dan kebutuhan
pembangunan masyarakat desa, apa saja yang akan dipersiapkan
dan apa aja yang akan di butuh kan oleh warga itu sendiri dan itu
juga dalam support dan dampingan kami sebagai aparatur desa.”

Pernyataan di atas pada intinya menunjukkan pentingnya aspek

kualitas pelayanan masyarakat sebagai salah satu strategi
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menumbuhkan  partisipasi warga desa dalam perencanaan
pembangunan.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Aparatur Pemerintah Desa
Sebagai Motivator dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Perencanaan Pembangunan Desa
1. Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintah Desa

Tingkat pendidikan aparatur pemerintah desa yang sebagian besar
masih  berpendidikan menengah tentunya berpengaruh terhadap
kemampuan komunikasi aparatur dalam menyampaikan pesan-pesan
pembangunan kepada warga desa. Namun demikian, hambatan
keterbatasan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah
desa tidak menjadi masalah serius dalam menumbuhkan komunikasi dua
arah dengan warga desa. Sebab, komunikasi dua arah tersebut dibangun
berdasarkan atas semangat kekeluargaan dan tujuan bersama untuk
memajukan wilayah desa.

Keterbatasan tingkat pendidikan aparatur Pemerintahan Desa
Nogotirto yang sebagian besar masih berpendidikan menengah tidak boleh
menjadi alasan bagi aparatur desa untuk tidak mampu membangun
lingkungan kondusif dalam mendukung kelancaran program pembangunan
desa. Sebab, lingkungan pedesaan yang masih dominan dengan suasana
desa dibangun dengan suasana kebersamaan dan kekeluargaan. Ini menjadi

modal penting bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dalam
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2. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa

Minimnya pelatihan aparatur Pemerintah Desa dalam menjalankan
berbagai fungsi dan peran pemerintahan dan pelayanan di tingkat desa
masih dirasakan sebagai hambatan bagi aparatur khususnya dalam
menumbuhkan rasa percaya diri dan kemampuan persuasif aparatur desa
guna mempengaruhi dan menumbuhkan semangat partisipasi warga desa
dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa. Keterbatasan
kompetensi aparatur pemerintah desa dalam aspek ini dapat diatasi dengan
membangun kinerja tim dan meningkatkan kerjasama antar stakeholder
sechingga berbagai program pembangunan desa dapat tetap terlaksana
sesuai dengan rumusan konsep pembangunan yang telah disepakati
bersama dalam Musrenbang desa/kelurahan.

3. Motivasi Aparatur Pemerintah Desa

Berbagai keterbatasan yang dihadapi oleh aparatur desa baik
berupa perhatian pemerintah terhadap tingkat kesejahteraan aparatur desa
maupun minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kinerja
ditengah tuntutan masyarakat desa yang semakin kritis, tidak sampai
melemahkan apalagi menghilangkan motivasi aparatur Pemerintah Desa
dalam menjalankan fungsi dan perannya dibidang pemerintahan dan
pelayanan desa. Sebab, mereka menyadari bahwa peran dan kedudukannya
sebagai aparatur pemerintahan desa lebih didasarkan pada semangat

pengabdian untuk memajukan desa dan meningkatkan taraf kesejahteraan
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aparatur pemerintahan desa mereka tetap mampu menumbuhkan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Seperti kita ketahui bersama, minimnya perhatian pemerintah pusat
terhadap tingkat kesejahteraan aparatur desa ditengah tuntutan masyarakat
desa yang semakin kritis dan kompleks, tentu berpengaruh terhadap
motivasi kerja  aparatur  pemerintahan desa. Sebab, terjadi
ketidakseimbangan antara beban dan tanggung jawab pekerjaan yang harus
ditanggung oleh aparatur dengan tingkat kesejahteraan yang mereka terima
tentu dapat menurunkan motivasi kerja aparatur pemerintahan desa.
Kondisi ini berpotensi menjadi hambatan kelancaran proses perencanaan
dan implementasi berbagai program pembangunan desa. Meskipun
aparatur pemerintahan desa dihadapkan pada kondisi yang ironi, motivasi
kerja aparatur pemerintahan desa dalam menjalankan perannya sebagai
motivator pembangunan desa dapat tetap terlaksana dengan baik. Sebab,
mereka bekerja dilandasi atas niat dan harapan pengabdian untuk
memajukan wilayah desanya dan meningkatkan derajat taraf
hidup/kesejahteraan warga desa.

Selain itu, ditengah kondisi keterbatasan sumberdaya aparatur,
sarana dan prasarana kerja serta minimnya tunjangan kesejahteraan yang
diterima oleh aparatur pemerintahan desa, mereka tetap dapat menjalankan
fungsinya sebagai motivator pembangunan dengan baik sebab dilandasi

atas semangat pengabdian, dedikasi dan pengalaman kerja mereka dapat
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Inilah yang layak mendapat apresiasi dan teladan bagi semua pihak atas
pengabdian mereka sebagai aparatur pemerintahan desa dalam
mensukseskan pembangunan desa.
. Pengalaman dan Kemampuan Kerja Aparatur Pemerintah Desa
Faktor penting lain yang turut mempengaruhi peran apaaratur
pemerintah desa sebagai motivator dalam peningkatan partisipasi warga
dalam tahap perencanaan pembangunan desa adalah menyangkut
pengalaman dan kemampuan kerja aparatur desa. Tidaklah mudah
membangun opini masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif atas
kesadaran diri pribadi dalam berbagai program pembangunan. Diperlukan
ketrampilan komunikasi persuasif tertentu dan pengenalan karakteristik
masyarakat agar pesan pembangunan dapat diterima dengan baik oleh
masyarakat dan pada akhirnya menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat
desa. Kondisi ini dapat dibentuk pada diri aparatur desa melalui sebuah
proses waktu dan tingkat pengalaman aparatur desa dalam menjalankan
fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat desa. Pengalaman menjadi
modal penting bagi aparatur desa ditengah keterbatasan kompetensi dan

profesionalitas aparatur desa dalam membangun komunikasi persuasif dan
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BABIV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Peran aparatur Pemerintah Desa Nogotirto sebagai motivator dalam
peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
meliputi :
a) Mendorong masyarakat supaya mengetahui masalah perencanaan
pembangunan, dilakukan dengari cara :

1) Penyuluhan dan sosialisasi sampai ke tingkat RT/RW;

2) Menggalt permasalahan, kendala dan kebutuhan masyarakat desa
terkait dengan kondisi riil masyarakat desa;

3) Menjalin komunikasi dengan para tokoh masyarakat, tokoh
agama dan tokoh pemuda guna memperoleh gambaran/kondisi
masyarakat desa saat ini;

4) Aparatur pemerintahan desa terjun langsung ke lapangan guna
mengetahul secara detail mengenai harapan dan keinginan
masyarakat desa dalam memajukan desa;

5) Menggali berbagal potensi sumberdaya lokal yang dapat
digunakan sebagai modal dalam melaksanakan pembangunan

desa;
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b) Mendorong masyarakat supaya mau mengidentifikasi dan menjaring
permasalahan dan kebutuhan pembangunan masyarakat desa,
dilakukan dengan cara :

1) Menggiatkan musyawarah dusun dan RT/RW;

2) Melibatkan peran serta pengurus RT/RW dan dukuh guna
menumbuhkan partisipasi warga di masing-masing RT dan
pedukuhan;

3) Menjalin komunikasi dan menumbuhkan suasana keakraban
antara pengurus RT, pedukuhan sampai aparatur pemerintah desa
dengan masyarakat desa;

4) Menggalakkan berbagai kegiatan kemasyarakatan sehingga
masyarakat memiliki kesadaran bahwa sosialisasi dengan
lingkungan sekitar merupakan kebutuhan setiap warga sebagai
anggota masyarakat.

¢) Mendorong masyarakat supaya terlibat aktif dalam tahap penyusunan
rencana pembangunan desa, dilakukan dengan cara :

1) Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat desa tentang
rencana program dan kegiatan pembangunan desa yang akan
dilaksanakan;

2) Membuka berbagai saluran komunikasi guna menjaring ide,

gagasan dan saran masyarakat desa guna merumuskan rencana
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3) Melibatkan berbagai komponen warga dalam setiap pelaksanaan
kegiatan desa;
4) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam setiap
urusan administrasi dan birokrasi pemerintahan desa.
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan aparatur
pemerintah desa sebagai motivator dalam peningkatan partisipasi warga
desa dalam perencanaan pembangunan, antara lain : tingkat pendidikan
aparatur pemerintah desa yang sebagian besar masih berpendidikan
menengah, minimnya pelatihan aparatur Pemerintah Desa dalam
menjalankan berbagai fungsi dan peran pemerintahan dan pelayanan di
tingkat desa masih dirasakan sebagai hambatan bagi aparatur khususnya
dalam menumbuhkan rasa percaya diri dan kemampuan persuasif
aparatur desa guna mempengaruhi dan menumbuhkan semangat
partisipasi warga desa dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa,
minimnya perhatian pemerintah terhadap tingkat kesejahteraan aparatur
desa maupun minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan
kinerja ditengah tuntutan masyarakat desa yang semakin kritis.

Berbagai keterbatasan kondisi di atas tidak sampai melemahkan
apalagi menghilangkan motivasi aparatur Pemerintah Desa dalam
menjalankan fungsi dan perannya dibidang pemerintahan dan pelayanan
desa. Sebab, mereka menyadari bahwa peran dan kedudukannya sebagai

aparatur pemerintahan desa lebih didasarkan pada semangat pengabdian
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desa. Ini terbukti dari, ditengah keterbatasan yang melingkupi aparatur
pemerintahan desa mereka tetap mampu menumbuhkan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan desa.

Faktor penting lain adalah menyangkut pengalaman dan
kemampuan kerja aparatur desa. Tidakiah mudah membangun opini
masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif atas kesadaran diri pribadi
dalam berbagai program pembangunan. Diperiukan ketrampilan
komunikasi persuasif tertentu dan pengenalan karakteristik masyarakat
agar pesan pembangunan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat
dan pada akhirmya menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat desa.
Kondisi ini dapat dibentuk pada diri aparatur desa melalui sebuah proses
waktu dan tingkat pengalaman aparatur desa dalam menjalankan fungsi
pemerintahan dan pelayanan masyarakat desa. Pengalaman menjadi
modal penting bagi aparatur desa ditengah keterbatasan kompetensi dan
profesionalitas aparatur desa dalam membangun komunikasi persuasif
dan mendorong masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam

perencanaan program pembangunan desa.
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3.

Bagi Aparatur pemerintah Desa Nogotirto

Hendaknya dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas sumberdaya
sebagai aparatur pemerintahan desa dalam menjalankan perannya sebagai
motivator dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan, melalui peningkatan tingkat pendidikan dan pelatihan,
peningkatan motivasi kerja yang didasarkan atas semangat pengabdian
dan kebersamaan dalam membangun desa, peningkatan pengalaman dan
kemampuan kinerja.

Bagi Pemerintah

Hendaknya lebih meningkatkan perhatiannya terhadap peningkatan
kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan desa sehingga mampu
menyelenggarakan  tata pemerintahan, pelayanan publik dan
pembangunan desa yang berorientasi pada terwujudnya harapan dan
kepuasan publik yang ditandai dengan terjadinya peningkatan taraf hidup
dan kesejahteraan masyarakat desa.

Bagi warga desa

Sebagai warga desa yang menjadi bagian tak terpisahkan dari komponen

kehidupan desa, sudah selayaknya berpartisipasi aktif dalam perencanaan
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